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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah
(Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur | Tahun 2024 dapat diselesaikan
dengan tepat waktu. Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jawa Timur | disusun dalam
rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama
(IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian Visi dan Misi
Direktorat Jenderal Pajak yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jawa Timur | pada Tahun
2024.

Penyusunan LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur | sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Menunjuk juga Nota Dinas Biro Perencanaan dan
Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan
Tahun 2024 dan Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025
tanggal 6 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak.

Akhir kata, semoga LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur | ini dapat memberikan gambaran
yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi
berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yang dibebankan kepada Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur | pada Tahun 2024. Kami berharap LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur
| Tahun 2024 dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan perpajakan dan
dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong
peningkatan akuntabilitas kinerja Kanwil DJP Jawa Timur | di masa yang akan datang.

Kepala Kantor,

Sigit Danang Joyo
NIP 19760407 200212 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | Tahun 2024 disusun dalam rangka
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang
berorientasi pada hasil (outcome), serta wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis yang dituangkan dalam
Kontrak Kinerja.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara
kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah
DJP Jawa Timur | yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, kebijakan
yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.
Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan
kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur | dan Direktur Jenderal Pajak, terdapat 11 (sebelas) Sasaran
Strategis dengan pengelompokan perspective sebagai berikut :

1. Stakeholder Perspective.
1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;

2. Customer Perspective.
2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

3. Internal Process Perspective.
4) Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif;
5) Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6) Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7) Penegakan hukum yang efekiif;
8) Penanganan Upaya Hukum yang efektif;
9) Data dan Informasi yang berkualitas;

4. Learning & Growth Perspective.
10) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
11) Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang
Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor
Wilayah DJP Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | mendapatkan
amanah penerimaan sebesar Rp. 55.340.798.519.143,- (lima puluh lima triliun tiga ratus
empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu
serratus empat puluh tiga rupiah). Pada bulan Desember 2024 melalui KEP-309/PJ/2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024
perubahan target menjadi Rp. 54.088.085.245.000,- (lima puluh empat triliun delapan puluh
delapan miliar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Timur | dapat merealisasikan penerimaan pajak
sebesar Rp. 54.140.176.261.149,- (lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar
seratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan
rupiah) atau 100,10% dari target penerimaan berdasarkan perubahan target Tahun 2024
yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jawa Timur I.

Disadari bahwa pencapaian yang telah dilakukan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |
telah sesuai dengan target yang diamanahkan maka kami bertekad berupaya dan bekerja
keras untuk Tahun 2025 dapat memenuhi kembali target yang diamanahkan dan
mengamankan penerimaan nasional di Sektor Perpajakan.
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— Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

— Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020
— Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021
— Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022
— Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023



PENDAHULUAN BAB I

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBN/ APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja. Menunjuk juga Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-
1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 dan Nota
Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 hal
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Performance Kanwil DJP Jawa Timur
| diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) sebagaimana yang telah ditetapkan di
Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.01/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor
Wilayah mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan,
evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam
wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJP menyelenggarakan fungsi dalam :

1) Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis
di bidang perpajakan;

2) Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;

3) Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan
pencapaian target penerimaan pajak;

4) Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab
Kantor Wilayah;

5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan,
pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian,
pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;

6) Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan,
pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensic, dan intelijen di bidang
perpajakan;



PENDAHULUAN BAB I

7)

8)
9)
10)
11)

Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak,
dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan
pajak;

Pelaksanaan urusan gugatan dan banding;

Pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan

Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan,
tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja,
dan kepatuhan internal.

Secara Struktur Organisasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak merupakan

instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jawa Timur | dipimpin oleh Kepala
Kantor Wilayah yang membawabhi antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kepala Bagian Umum, yang terdiri dari

e Subbagian Kepegawaian;

Subbagian Keuangan;

Subbagian Bantuan Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
e Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
e Seksi Dukungan Teknis Komputer;

e Seksi Bimbingan Pengawasan;

e Seksi Data dan Potensi.

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;

e Seksi Bimbingan Pendaftaran;

o Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan

e Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.
Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
e Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;

Seksi Bimbingan Penagihan;

Seksi Intelijen; dan

e Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
e Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
e Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan

e Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan;

e Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;

Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan ll;

Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan lll; dan

e Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.
Kelompok Jabatan Fungsional.

e Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

e Fungsional Pemeriksa Pajak;

e Fungsional Penilai Pajak; dan

e Fungsional Penyuluh Pajak.
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Kanwil DJP Jawa Timur | juga membawahi 13 (tiga belas) unit kerja Eselon Il yang terdiri
dari 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 11 (sebelas) Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama, yaitu :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

KPP Madya Surabaya meliputi wilayah kerja :

o Kota Surabaya.

KPP Madya Dua Surabaya meliputi wilayah kerja :

o Kota Surabaya.

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal meliputi wilayah kerja:
e Kecamatan Sukomanunggal;

o Kecamatan Tandes;

¢ Kecamatan Sambikerep;

e Kecamatan Benowo; dan

o Kecamatan Pakal.

KPP Pratama Surabaya Krembangan meliputi wilayah kerja :
e Kecamatan Krembangan.

KPP Pratama Surabaya Gubeng meliputi wilayah kerja :

¢ Kecamatan Gubeng; dan

e Kecamatan Sukolilo.

KPP Pratama Surabaya Tegalsari meliputi wilayah kerja :
¢ Kecamatan Tegalsari.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo meliputi wilayah kerja :
Kecamatan Wonocolo;

¢ Kecamatan Wonokromo;

¢ Kecamatan Jambangan; dan

e Kecamatan Gayungan.

KPP Pratama Surabaya Genteng meliputi wilayah kerja :
o Kecamatan Genteng.

KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan meliputi wilayah kerja :
e Kecamatan Pabean Cantikan.

KPP Pratama Surabaya Sawahan meliputi wilayah kerja :
e Kecamatan Sawahan;

¢ Kecamatan Bubutan; dan

e Kecamatan Asemromo.

KPP Pratama Surabaya Rungkut meliputi wilayah kerja :
o Kecamatan Rungkut;

¢ Kecamatan Tenggilis; dan

o Kecamatan Gunung Anyar.

KPP Pratama Surabaya Karangpilang meliputi wilayah kerja :
e Kecamatan Karangpilang;

¢ Kecamatan Wiyung; dan

o Kecamatan Dukuh Pakis.

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo meliputi wilayah kerja :
¢ Kecamatan Mulyorejo;

e Kecamatan Tambaksari;

e Kecamatan Kenjeran;

e Kecamatan Bulak;

e Kecamatan Simokerto; dan
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e Kecamatan Semampir.

Adapun struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | dapat dilihat dalam bagan
sebagai berikut :

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGAN ORGANISASI

WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH

BAGIAN
UMUM

T

1

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGLAN
ADVOKASL,

KEPATUHAN

FELAFORAN, DAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA

INTERNAL
[ T T T T
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PENYULUHAN BIDANC
DATA DAN PENDAFTARAN, PEMERIKSAAN, PELAYANAN, DAN P.FF!FR‘\T\';- .TL'WI!I\(
PENGAWASAN EKSTENSIFIKASI DAN PENAGIHAN, INTELIJEN, HUBUNGAN DAN PENOURANG “
POTENSI PERPAJAKAN PENILAIAN DAN PENYIDIKAN MASYARAKAT ’ R
——T ——T — ——T
<EXS] SEXS! SEKS!
I — ADMINISTRASI DAN - KEBERATAN, BANDING,

["| DATA DAX POTENSI

SEKSI BIMBINGAN

BIMBINGAN FEMERIKSAAN

DAN PENGURANGAN 1

SEKS!
b= BIMBINGAN PELAYANAN
DAN KONSULTASI

SEKSI
[=|KEBERATAN, BANDING,
DAN PENGURANGAN 1I

SEXS! KERJA BAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

SERST
KEBERATAN, BANDING,
DAN PENGURANGAN
i1

Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |
sebanyak 1.468 pegawai yang terdiri dari berbagai golongan, jabatan dan jenjang
pendidikan yang ditempuh oleh pegawai Kanwil DJP Jawa Timur | dengan perincian

sebagai berikut :

SEKS
L potoas || sexsi imeinaax | skxst
I EKSTENSIFIKAS BIMBINGAN PENAGEIHAN
PENGAWASAN
SEXSI SEKSI BIMBINGAN pa—
‘— DUKUNGAN TEKNIS —| PENDATAAN, PENILAIAN, |\T""l "“‘_\.
KOMPUTER DAN PENGENAAN o
SEKSI

= ADMINISTRASI BUKTI
PERMULAAN DAN
PENYIDIKAN

KPP MADYA/
KPP PRATAMA

1) Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin* :

No

Golongan

Jumlah pegawai

1. | Pria
2. | Wanita

895
573

Total

1.468

2) Komposisi pegawai

berdasarkan tingkat golongan* :

No

Golongan

Jumlah pegawai

.| IV
2.0 1
3. 1l

181
869
418

Total

1.468

SEKSI

- KEBERATAN,

BANDING, DAN

PENGURANGAN
v
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3) Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan* :

No Jabatan Jumlah.
pegawai

1. | Eselonll 1
2. | Eselonlil 18
3. | Eselon IV 150
4. | Fungsional Pemeriksa 247
5. | Fungsional Penilai 17
6. | Fungsional Penyuluh 74
7. | Pelaksana 961
Total 1.468

4) Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan®* :

No Pendidikan Jumlah.
pegawai

1. | Pasca Sarjana S3 0
2. | Pasca Sarjana S2 319
3. | Sarjana S1/Diploma IV 655
4. | Diploma lll 240
5. | Diploma | 224
6. | SMA/Sederajat 30
Total 1.468

*Sumber Data : Kepegawaian per tanggal 13 Januari 2025

5) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | untuk
menunjang pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

AKUN NERACA
JUMLAH
KODE URAIAN
131111 | Tanah 1.000.664.273.000
132111 | Peralatan dan Mesin 15.973.091.122
133111 | Gedung dan Bangunan 97.094.040.717
135121 | Aset Tetap Lainnya 10.560.000
137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (13.047.856.942)
137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (23.059.493.636)
166112 Aset Tgtap yang tidak digunakan dalam operasi 37 360.000
pemerintahan
169122 Akumulasi Pehyusutap Aset Tetap yang Tidak Digunakan
dalam Operasi Pemerintah (37.360.000)
JUMLAH 1.077.634.614.261

Sumber Data : Laporan Posisi BMN di Neraca per 13 Januari 2025
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C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur | Tahun 2024 adalah sebagai berikut

BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang
dihadapi organisasi. Pada bab ini diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain
latar belakang dan tugas, fungsi dan struktur organisasi.

BAB Il  PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtiar terkait Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan
yang meliputi perencanaan strategis dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.

Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah
dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada
bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan
asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya
dalam pencapaian IKU.

Kinerja Lain-lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi
acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu
tematik APBN (jika ada)

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

ook wNE

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024



PERENCANAAN KINERJA BAB Il

A.

BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi
sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Direktorat
Jenderal Pajak disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Penyusunan Renstra
Kanwil DJP Jawa Timur | Tahun 2024 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun
2020-2024 tanggal 31 Agustus 2020.

Renstra Kanwil DJP Jawa Timur | Tahun 2024 memuat Visi, misi, nilai-nilai, tujuan
dan sasaran strategis

VISI

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara
melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan
Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola
Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,
Inklusif dan Berkeadilan”.

MISI

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,
khususnya di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi,
edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang
adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan
bermotivasi.

NILAI
Dasar dan pondasi bagi seluruh pegawai Kanwil DJP Jawa Timur | dalam mengabdi,
bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kemeterian Keuangan sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011, yaitu :
1. Integritas:
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang
teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme:

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung
jawab dan komitmen tinggi.

3. Sinergi:

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta
kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan
karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Pelayanan:

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang
dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
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5.  Kesempurnaan:
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan
memberikan yang terbaik.

TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tujuan periode

Tahun 2022-2024 sebagai berikut :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;

2. Penerimaan negara yang optimal; dan

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Kanwil DJP Jawa Timur | menyelaraskan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode Tahun

2024 menjadi sebagai berikut :

1. Tujuan dalam tema penerimaan negara.

2. Tujuan dalam tema kepuasan atas pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Tujuan dalam tema pelayanan dan pengawasan dan penegakan hukum.

4. Tujuan dalam tema efektivitas dan efisiensi organisasi, SDM dan sistem organisasi dan
pengelolaan dan penggunaan anggaran.

SASARAN STRATEGIS

Terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja
Kanwil DJP Jawa Timur |, yaitu :

Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi;

Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi;
Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif;
Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif;
Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif;
Penegakan Hukum yang Efektif;

Penanganan Upaya Hukum yang Efektif;

Data dan Informasi yang Berkualitas;

10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif; dan
11. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

©CoNoG kDR

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara Direktur
Jenderal Pajak dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur | untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kanwil DJP Jawa Timur I.
Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | Tahun 2024 ditandatangani melalui
elektronik pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor PK-39/PJ/2024. Adapun komponen
Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Peta Strategi
Merupakan dashboard yang memetakan Sasaran Strategis dalam suatu kerangka
hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi
organisasi dalam mewujudkan visi dan misi;
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2.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja, dan

mencerminkan outcome/output tugas dan fungsi utama organisasi. Prinsip

penyusunan IKU harus SMART-C, yaitu :

1) Specific, yaitu mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak
bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja
suatu unit/pegawai;

2) Measurable, yaitu mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya;

3) Agreeable, yaitu disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya

4) Realistic, yaitu ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang

5) Time -bounded, yaitu memiliki batas waktu pencapaian; dan

6) Continously Improved, yaitu kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan
strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Rincian Anggaran

Menguraikan informasi pengalokasian anggaran untuk setiap program/kegiatan yang
diperoleh UPK untuk pencapaian Sasaran Strategis pada tahun tersebut. Informasi
pengalokasian anggaran disusun sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran
(DIPA) UPK tersebut.

Rincian Target Kinerja

Menguraikan trajectory target atas IKU yang dimiliki UPK dalam periode
bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan. Trajectory target yang disusun akan menjadi
acuan dalam evaluasi kinerja UPK secara berkala.

Inisiatif Strategis

Merupakan kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU
sehingga berimplikasi pada pencapaian SS Inisiatif Strategis bersifat preventif suatu
terobosan dari IKU yang tidak dapat dicapai dengan kegiatan rutin.
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2024 Kantor wilayah DJP Jawa Timur

telah menetapkan 11 (sebelas)

Sasaran Strategis berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 dengan

rincian sebagai berikut :

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR |

PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

2

2a-CP

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

100,00%

100,09%

§

EL

208,00%

57, 7B%

TAHUN 2024
Kode Bobot Indeks
Sasaran Strategis/indikator Kinerja Utama Target Realisasi | Polarisasi | WIC | Bobot IKU
S5AKU Tertimbang | Capaian
Sfakeholder Perspective 30,00%
1 Penerimaan negara dari sekior pajak yang optimal

1a-CF | Persentase realisasi penerimaan pajak 100.00% 100.10% Max EL 28.00% 57.78%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak brute dan

1N . . 100,00 102,73 Man PiL 19.00% 42 22%
deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective 20,00%

2b-CP

3

4

4a-CP

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Omng Pribadi

Kepatuhan tahun sebelumnya yang inggi

Internal Process Perspeciive

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
edukasi dan penyuluhan

100,00%

T4,00%

108,91%

63.50%

PiL

19.00%

4222%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100.00% 100.47% 21.00% 100.00%
Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

4b-N

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan

Kehumasan

Pengawasan pembayaran masa yang efeldif
Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengujian kepatuhan material yang efeltf

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data

danfatau keterangan

100.00%

100,00%

108.97%

120,00%

EM

21.00%

50,00%

Gb-N

Efeltivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajb Pajak
Hanwil DJP tepat wakiu
Penegakan hukum yang efektif

Tingkat Efektwvitas Pemerksaan dan Penilaian

100,00%

100,00%

108.47%

14.00%

50,00%

Tingkat Efektvitas Penegakan Hukum, Penaghan dan

B0,00% B3.23% Man FiL 19.00% 57.58%
Kolaborasi ' '
8 Penanganan Upaya Hukum yang efektif
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat
Ba-CP B6.50% O7A4TH Mant
wialktu
Bb-M | Persentase penanganan upaya hukumn yang efekti 63,00% BT BB% M
o Data dan Informasi yang berkualitas
Persentass uksiLa n Hasil Analisis [LHA) data
Ba-M i prod Pﬂﬁ . : _ ) 100.00% 117.00% Manx
perpajakan dan penysdiaan data potensi perpajakan
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 63.45% Man:
Leaming & Growth Perspeciive
Tingkat Kualitas Kompetensi S0OM 80,00 114,83 Mz
106N | Indeks Penilaian Integritas Unit 100.00% 112.84% Mant
Indeks Efektvitas Implementasi Manajemen Kinera dan
10e-N . . 80,00 9974 Man
Manajemen Risike
" Pengelolaan keuangan yang akuntabel
11a-CP |Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 mmm 14,00% 100,00%

Nilai Kinerja Organisasi

Dicetak melalui Dashboard Kinerjo Organisasi dengan tabel yong dibentuk tanggal 14 Janvari 2025 pukul 15:09:01 WIB

10
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IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
01a-CP Persentase realizasi penerimaan pajak

PoliKP

Target 23% 50% 50% 75% 5% 100% 100%

Realisasi 22,87% 45,10% 45,10% 68,24% 68,24% 100,1 100,1 Max/TLK
Capaian 99,43% 90,20% 90,20% 90,99% 90,99% 100,1 100,1

1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

3)

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta
efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah
Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui
Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing,
penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan
(Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan
perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang
didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan
Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP
yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per
KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP
lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan
di KPP baru.

Formula IKU
Realisasi Penerimaan Pajak | x
Target Penerimaan Pajak 100%

11
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4) Realisasi IKU

Q1 Q2 Sm. 1 Q3 Q4 5m. 2
Target 54.088.085.245.000 54.088.085.245.000 54.085.085.245.000 54.033.085.245.000 54.083.035.245.000 54.038.085.245.000
Realisasi 12492 465053.554 26.020.4783653.133 26.020.478.653.133 385.375937.753.377  54.140.176.151.14% 54.140.176.151.149

Capaian 23,10% 438 11% 48 1% 72,80% 100,10%

100,10%

TARGET KANWIL DJP JAWA TIMUR |
2023 NETTO 2023 NETTO 2022 |% CAPAIAN | % GROWTH

A. Pajak Penghasilan 19.316 19.708 22.974 102,03% -14,22%
B. PPN dan PPnEM 29.440 30.457 26.460 103,45% 15,10%
C. PBB dan BPHTB 0 0 0 93,94% -18,22%

D. Pendapatan PPh DTP 0 23 74 -69,04%

E. Pajak Lainnya 204 188 195 92,14% -3,99%
JUMLAH 48.960 50.376 49.704 102,89% 1,35%
r M TARGEM KANWIL DJP JAWA TIMUR | [~ |
A. Pajak Penghasilan 20.694 21.343 19.699 103,14% 8,34%
B. PPN dan PPnBM 33.219 32.611 30.489 98,17% 6,96%

C. PBB dan BPHTB 0 0 0 -3,84%

D. Pendapatan PPh DTP 0 0 23 -99,99%

E. Pajak Lainnya 176 186 188 105,69% -0,81%
JUMLAH 54.088 54.140 50.398 100,10% 7.42%

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar
Rp54.140 triliun dengan capaian sebesar 100,10% dari sebesar Rp54.088 triliun.
Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 7,42%, lebih baik dibandingkan tahun

lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 1,35%.

Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya.
Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023 tahun 2024
zzjr;f”tase Realisasi Penerimaan 88,08% 100,85% 112,46% 102,89% 100,10%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara Target yanqg terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
ﬁzjraslfntase Realisasi Penerimaan 100% 100% 100% 100,10%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Pengawasan atas peneriman rutin kurang optimal
o Penyelesaian data / bahan baku

12
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5.

1.

2) Analisis akar masalah

e Pengawasan atas peneriman rutin kurang optimal karena unit kerja lebih
memprioritaskan penerimaan yang lebih besar/Pengujian Kepatuhan Material
(PKM)

e Penyelesaian data/bahan baku di aplikasi/sistem perpajakan yang belum
optimal.

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

e Pengawasan pembayaran masa untuk pengamanan penerimaan rutin Wajib
Pajak

o Penyelesaian data pengawasan wajib pajak di aplikasi perpajakan

o Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Kantor dan para kepala Seksi terhadap
Wajib Pajak Besar penentu penerimaan di Kantor Wilayah maupun di Kantor
Pelayanan Pajak

¢ Pengawasan pembayaran masa masing-masing Wajib Pajak yang mengalami
penurunan pembayaran dan/atau tidak melakukan pembayaran

¢ Pembahasan Wajib Pajak Sektoral dan Potensial

o Instruksi percepatan pelaksanaan produksi analisa potensi Wajib Pajak
potensial

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

Penyelesaian Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)

dalam Pengawasan yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak 2024

Percepatan Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(SP2DK) Outstanding

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

|Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal |
01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

) PollKP
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 102,96% 103,88% 103,88% 103,68% 103,68% 102,78 102,78 MaxiTLK
Capaian 102,96% 103,88% 103,88% 103,68% 103,68% 102,78 102,78
1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan
fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang
mendukung pertumbuhan berkelanjutan

Definisi IKU

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta
efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

13
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3) Formula IKU

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto)
+

(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

4) Realisasi IKU
e Realisasi IKU Pertumbuhan Bruto Kanwil DJP Jawa Timur | (105,55%)

Pertumbuhan Pertumbuhan

Bruto 2024 Bruto 2023 Pertumbuhan Unit K % N ‘% Realisasi IKU
ruto ruto 2023 nit Kerja % asional % z
4 ‘3 L
202 (Maks 120%) (Maks 120%) 40% Unit Kerja + 60% Nasional
57.256.932.067.599 52.692.871.289.863 8.66% 108.66% 103.47% 105.55%
e Realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas Kanwil DJP Jatim | (100%)
Rata-rata Deviasi Per Triwulan e Realisasi IKU%
Deviasi
Prognosa Realisasi Deviasi S sd. Twd
bin1-12 | TWi ™W2 ™W3 ™Wa | ST (Maks 120%)
53.878.550.437.882 54.140.176.261.148 5.20% 6.77% 4.78% 5.24% 4.02% 5.20% 100.00%

e Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas
= (50% x 105,55%) + (50% x 100%)
=102,78%

Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya.

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan (belum ada) | (belum ada) | (belum ada) 114,16 102,78
deviasi proyeksi perencanaan kas
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK

Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan - - 100% 102,78
deviasi proyeksi perencanaan kas

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Pengawasan sektor-sektor unggulan setiap Kantor Pelayanan Pajak dalam
pengawasan Wajib Pajak
e Pendampingan dari Kanwil untuk kinerja Kantor Pelayanan Pajak belum
maksimalAnalisis akar masalah

2) Analisis akar masalah
e Pencarian potensi Wajib Pajak dan pengawasan sektor dominal belum optimal

14
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5.

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

Pengawasan sektor-sektor unggulan setiap Kantor Pelayanan Pajak dalam
pengawasan Wajib Pajak

Pengawasan pembayaran masa terhadap penentu penerimaan

Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Kantor dan para kepala Seksi terhadap
Wajib Pajak besar penentu penerimaan di Kantor Wilayah maupun di Kantor
Pelayanan Pajak

Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak

Penyelesaian data pengawasan wajib pajak di system perpajakan
Penyelesaian aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Surat
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara
optimal

Rencana aksi tahun selanjutnya

2024

Rencana aksi Periode

1 Tetap melaksanakan pengawasan berjenjang terhadap Wajib Pajak besar penentu penerimaan
pajak tingkat Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan Pajak

2 Peningkatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan baik wajib pajak strategis maupun
kewilayahan, dengan meningkatkan produktifitas Account representative

3 Menyampaikan evaluasi kinerja Account Representative baik yang berkinerja yang baik maupun
yang berkinerja di bawah standar

4 Penerbitan surat teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Wajib Pajak yang belum/telat
melaporkan kewajiban perpajakannya.

5 Sinergi antara fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam penggalian potensi Wajib Pajak
strategis

6 | Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak

7 | Tetap dilaksanakan pengawasan pembayaran rutin wajib pajak

8 Pengawasan terhadap Wajib Pajak status Non Efektif yang terdapat setoran pajak dan terdapat
data lawan transaksi

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan

Pol/KP
Target 60% B80% B80% 90% 90% 100% 100%
Realisasi 89,75% 106,77% 106,77% 107,98% 107 ,98% 108,91 108,91 Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 119,98% 119,98% 108,91 108,91

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan
Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
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Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan
telah di-assesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas
Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak
hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas
Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU
Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM
Target Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM

4) Realisasi IKU

x 100%

Persentase realisasi

Target Penerimaan Realisasi . , . .
UNIT KERIA Pajak dari Kegiatan  Penerimaan Pajak penlerlmaan PR W) Capaian IKU
PPM dari Kegiatan PPM kegiatan Pengawasan a4

504 - KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL 1.978.504.360.000 1.980.746.943.861 100,11% 100,00% 100,11%
505 - KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN 1.252.213.412.000 1.253.700.560.460 100,12% 100,00% 100,12%
506 - KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG 1.529.539.950.000 1.531.651.867.014 100,14% 100,00% 100,14%
607 - KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI B882.152.355.000 BB6.343.886.431 100,48% 100,00% 100,48%
609 - KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO 2.259.453.474.000 2.261.627 644 629 100,10% 100,00% 100,10%
611 - KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG 1.563.528.354.000 1.564.474 371.960 100,06% 100,00% 100,06%
613 - KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN 1.301.013.1%8.000 1.305.204. 798 384 100,17% 100,00% 100,17%
614 - KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN 1.335.664.285.000 1.341.845.589.207 100,24% 100,00% 100,24%
615 - KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT 1.188.156.614.000 1.191.726.888.692 100,30% 100,00% 100,30%
618 - KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG 1.684.051.488.000 1.897.135.776.633 100,69% 100,00% 100,69%
619 - KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREIO 1.375.877.534.000 1.377.630.796.675 100,13% 100,00% 100,13%
631 - KPP MADYA SURABAYA 19.683.432.390.000 19.688.507.876.682 100,05% 100,00% 100,03%

632 - KPP MADYA DUA SURABAYA
KAMNWIL DIP JATIM |

14.035.537.743.000
50.272.125.161.000

14.040.632 480.360
50.219.229.480.982

100,09%

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

GRS tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Persentase Realisasi Penerimaan
Pajak dari Kegiatan Pengawasan (belum ada) 92,52% 114,95% 104,02% 100,09
Pembayaran Masa (PPM)
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK

Persentase Realisasi Penerimaan
Pajak dari Kegiatan Pengawasan 100% 100% 100% 100,09%
Pembayaran Masa (PPM)
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4, Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Pengawasan dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kondisi
politik nasional maupun regional
e Pengawasan WP HWI

2) Analisis akar masalah
e Tidak ada masalah

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

¢ Pengawasan pembayaran dan penyetoran WP penentu penerimaan dan WP
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) prioritas. Peningkatan pengawasan
pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi
(dinamisasi angsuran pajak)

o Pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh Wajib Pungut (WAPU)

¢ Pengawasan Wajib Pajak pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

e Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) tahun berjalan

e Pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh Wajib Pajak Tidak Lapor dan
Terdapat Data (TLTD)

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
Penerbitan surat teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Wajib Pajak yang belum/telat
melaporkan kewajiban perpajakannya
Segera menindaklanjuti Data Perpajakan dan Data Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) lainnya yang belum ditindaklanjuti

2024

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

|I(epatuhan tahun berjalan yang tinggi

Kanwvil DJP Jawa Timur |
02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan

Pol/KP

Target B0% B0% B0% 9% 9% 100% 1004
Realisasi B89,75% 106,77% 106,77% 107,98% 107,98% 108,91 108,91 Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 119,98% 119,98% 108,91 108,91

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal
2) Definisi IKU
o Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP
Badan_dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP

Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan
memperhatikan kualitas waktu;
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e SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau

bagian tahun pajak, yang meliputi :
a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

e SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib
SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP
Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT
Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada
Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

e Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi
dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint
operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative
Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non
Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana
dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

o Kiriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal
3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

o Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

a. Atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib
Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan
pembobotan 1,2;

b. Atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain
oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target
Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

e Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit
Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut

e Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan
SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain
Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

3) Formula IKU

(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat
disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) waktu oleh WP wajib SPT X 100%

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023
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4) Realisasi IKU

Jenis Wajib Pajak (WP) Total
WP Wajib SPT 265.418
WP Wajib SPT Terlambat 21.849
Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu 37.301
Bukan WP Wajib SPT Terlambat 6.343
Target WP 352.581
Realisasi 108,91%
Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya
Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023 tahun 2024

Persentase Capaian Tingkat
Kepatuhan Penyampaian SPT
Tahunan PPh Waijib Pajak Badan
dan Orang Pribadi

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

78,63% 97,34% 102,37% 100,97% 108,91%

Realisasi capaian IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Persentase Capaian Tingkat
Kepatuhan Penyampaian SPT
Tarp:unan PPh V\)l/ajiprajak Badan 100% 108,91%
dan Orang Pribadi

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Pelaporan SPT Tahunan diwajibkan online sehingga capaian tingkat
kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan OP terus dapat
meningkat

2) Analisis akar masalah
e Tidak ada masalah

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

¢ Membuka pelayanan asistensi pelaporan SPT Tahunan;

e Melakukan imbauan pelaporan SPT Tahunan melalui blast;

e Menerbitkan surat teguran bagi Wajib Pajak yang setelah batas akhir pelaporan
selesai masih belum menyampaikan SPT Tahunan;

e Monitoring capaian kepatuhan SPT Tahunan;

o Koordinasi dengan KPP untuk membuka Layanan Pajak di Luar Kantor
(LDK).Sosialisasi SPT Tahunan melalui kelas pajak dan media sosial,
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5.

1.

¢ Meminta bantuan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat
Jenderal Pajak (KLIP) untuk melakukan Voice Blast 10.000 Wajib Pajak untuk
pemedanan NIK-NPWP;

e Voice Blast kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT (data dari Kantor
Pelayanan Pajak);

¢ Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Pelayanan Pajak terhadap
pelayanan SPT Tahunan.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

Menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak agar dilakukan himbauan kembali dan visit

kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan 2024

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Penqujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

[Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi |
03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

PoliKP

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Realisasi 21,06% 24,33% 24,33% 47,23% 47,23% 100,17% 100,17% | Max/TLK
Capaian B4,24% 48,66% 48,66% 62,97% 62,97% 100,17% 100,17%

1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak
lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum
atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui
nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi
Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Wilayah adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP dan telah di-assesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Pelayanan Pajak adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

20



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB Il

3) Formula IKU
Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM  100%
0
Target Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM
4) Realisasi IKU

Target Penerimaan Realisasi Penerimaan

Pajak dari Kegiatan

PKM
604 - KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGA 165.460.457.000
605 - KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN 71.835.079.000
606 - KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG 87.454.230.000
607 - KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI 62.134.792.000
609 - KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO 102.755.641.000
611 - KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG 87.645.236.000
613 - KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKA/ 74.084.530.000
614 - KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN 144.502.316.000
615 - KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT 206.118.582.000
618 - KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG 110.914.579.000
619 - KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREIO 135.648.511.000
631 - KPP MADYA SURABAYA 1.434.250.807.000

632 - KPP MADYA DUA SURABAYA

1.133.071.324.000

Persentase realisasi
penerimaan pajak dari

Pajak dari Kegiatan kegiatan Pengawasan Tra]e::cry
PKM Kepatuhan Material 2
166.034.329.011 100,35% | 100,00%
71.924.946.889 100,12% 100,00%
87.785.254.029 100,33% 100,00%
62.241.693.293 100,17% 100,00%
102.996.418.337 100,23% 100,00%
87.964.525.589 100,36% 100,00%
74.183.515.302 100,13% 100,00%
144.747.465.519 100,17% 100,00%
206.491.268.601 100,18% 100,00%
111.046.829.935 100,12% 100,00%
135.961.088.965 100,23% 100,00%
1.436.320.492.993 100,14% 100,00%
1.134.700.468.092 00,14% 100,00%

Capaian
IKU

100,35%
100,12%
100,33%
100,17%
100,23%
100,36%
100,13%
100,17%
100,18%
100,12%
100,23%
100,14%
100,14%

KANWIL DJP JATIM |

3.815.960.084.000

3.822.398.300.555

100,00%

100,17%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan
pajak dari kegiatan Pengujian (belum ada) 292,72% 100,81% 104,02% 100,17%
Kepatuhan Material (PKM)

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Persentase Capaian Tingkat
Kepatuhan Penyampaian SPT
Taﬁunan PPh V\)l/ajiprajak Badan 100% 100% 100% 100,17%
dan Orang Pribadi

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

dilakukan secara optimal

yang diterbitkan namun belum ditutup atau ditindaklanjuti

2) Analisis akar masalah
[}
[}

Evaluasi kinerja level aktor yang belum optimal
Jumlah tunggakan pemeriksaan yang cukup banyak
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

outstanding yang belum ditindaklanjuti

Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan belum

Banyak Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
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3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

e Peningkatan kemampuan Account Representative dan Fungsional Pemeriksa
pajak dalam pengawasan kewajiban Wajib Pajak

o Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak

e Penyelesaian data pengawasan Wajib Pajak di aplikasi perpajakan

e Usulan pemeriksaan berdasarkan potensi dan CRM di approweb

o Kegiatan penagihan aktif dan penegakan hukum yang tetap dilanjutkan

o Penyelesaian Persentase Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan
(P4DK)

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

Peningkatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan baik wajib pajak strategis maupun
kewilayahan

Menyampaikan evaluasi kinerja Account Representative baik yang berkinerja yang baik maupun
yang berkinerja di bawah standar

Sinergi antara fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam penggalian potensi Wajib Pajak
Strategis 2024

Pemanfaatan data yang masih belum terselesaikan dalam aplikasi perpajakan

Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak

Kegiatan penagihan aktif dan penegakan hukum yang tetap dilanjutkan

~N (oo~ W

Mengoptimalkan penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(SP2DK) yang belum ditindaklanjuti

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas

kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

|Edukasi,. pelayanan, dan kehumasan yang efektif

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

|- PollKP
Target 10% 40% 40% 60% 60% T4% T4%
Realisasi 40,07% 84,56% 84,56% 88,08% 88,08% 88,80% 88,80% Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

1) Deksripsi Sasaran Strategis

2)

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan
informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib
Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional,
tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk
penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun
reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan
wajib pajak.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian
informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah
maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses
mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani,
rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan
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yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar
terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

e Temal - Meningkatkan Kesadaran Pajak

e Tema ll - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

e Tema lll - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah
kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif
dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan
edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui
30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan
tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang
diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan
perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana
kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai
realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah
ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode
oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan
minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan
tahun 2023. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan
persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja
dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing
tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif
dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan
dilakukan edukasi perpajakan tema lll, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi
perpajakan tema lll, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk
ditetapkan sebagai DSPT tema ll.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema Il adalah
sebagai berikut.
e Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi
yang disampaikan.
e Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak
jatuh tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;
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Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi
Perpajakan Tahun 2024

3) Formula IKU
{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio
Perubahan Perilaku Bayar)}

4) Realisasi IKU

Realisasi Progress
Perubahan Perilaku ‘ Capaian IKU
Kode Unit Nama Unit Kagiatan )
Lapor Bayar Realisasi
KU sdQl | sdQ2 | sdQ3 | sda4
Capaian ::;:Z) Capaian (2:.“‘5:;) Capaian (";.“15:/.) (ex) {49%) 150%) (1e%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
200 | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR | T 10000%| 1850%| 12000%| 2812%| 10952%| 4218%|  88.80%| 12000%| 12000%| 12000%| 120.00%
604 PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL 100.00 % 18.50 % 8545% 2812% 120.00 % 4218 % 88.80 % 120.00 % 120.00 % 120.00 % 120.00 %
605 PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN 10000%| 1850%| 9545%| 2612%| 11364%| 4218%|  8860%| 2313%| 12000%| 12000%| 12000%
606 PRATAMA SURABAYA GUBENG 9750%| 1604%| 3091%| 28.12%| 4545%| 4218%|  8834%| 4609%| 12000%| 12000%| 119.38%
607 | PRATAMA SURABAYATEGALSARI 10000%| 1850%| 49.09%| 2812%| 7364%| 4218% 8680%| 3222%| 10430%| 12000%| 12000%
609 PRATAMA SURABAYA WONOCOLO 100.00 % 18.50 % 120.00 % 2812% 120.00 % 4218 % [ 88.80 % 120.00 % 120.00 % 120.00 % | 120.00 %
611 PRATAMA SURABAYA GENTENG 100.00 % 1850 % 120.00 % 2812 % 120.00 %' 4218 % ‘ 88.80 % 120.00 % 12000 % | 120.00 °n‘ 120.00 %
613 PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN 100.00 % 18.50 % 4091 % 2812% 60.91 % 4218 % | 88.80 % 4625% | 12000 % | 120.00 % 120.00 %
614 | PRATAMA SURABAYA SAWAHAN | 10000%| 1850%| 10s45%| 2812%| 7091%| 4218%| 6860%| 5550%| 11962%| 120.00 e 120.00 %
615 PRATAMA SURABAYA RUNGKUT 100.00 % 18.50 % 120.00 % 2812% 120.00 % 4218 % 88.80 % 120.00 % 120.00 % | 120.00 % 120.00 %
618 PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG 10000%| 1850%| 10273%| 2612%| 9000%| 4218%|  8880%| 7767%| 12000%| 12000%| 12000%
619 PRATAMA SURABAYA MULYOREJO 10000%| 1850%| 12000%| 26.12%| 59.17%| 4218%|  8880%| 8402%) 12000%| 120.00%| 12000%
631 MADYA SURABAYA | 10000%| 1850%| 333%| 2612%| 12000%| 4218%|  8860%| 12000%| 12000%| 12000%| 120.00%
632 MADYA DUA SURABAYA 100.00 % 18.50 % 60.00 % 2812 % 12000 % 4218 % [ 88.80 % 12000 % | 12000% | 120.00% | 120.00 %

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023 tahun 2024

Persentase perubahan perilaku
lapor dan bayar atas kegiatan 80,40% 80,01% 80,37% 84,00% 88,80%
edukasi dan penyuluhan
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Persentase Capaian Tingkat
Kepatuhan Penyampaian SPT
Tarp:unan PPh V\)l/ajiprajak Badan i ) 74,00% 88,80%
dan Orang Pribadi

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Capaian realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
edukasi dan penyuluhan telah melampaui target yang telah ditetapkan

2) Analisis akar masalah
e Tidak ada masalah
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3)

Analisis tindakan yang telah dilakukan
e Melaksanakan edukasi dan penyuluhan sesuai Rencana Kerja Pernyuluhan
(RKP) yang telah ditetapkan

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Aktif dengan tema Meningkatkan Kesadaran Pajak dan
Meningkatkan Keterampilan Perpajakan

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penyuluhan pada setiap Kantor Pelayanan
Pajak

Melaksanakan Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tax Center

Melaksanakan Media Gathering 2024

Melaksanakan Rapat Koordinasi Admin Medsos di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur |

Melaksanakan pendampingan koordinasi pembentukan Kemenkeu Center

Membuat Rencana Publikasi Kampanye SPT Tahunan 2025

Ol(N|o|a|h~|lW| N

Melaksanakan Koordinasi Penyuluhan Coretax kepada Asosiasi

=
o

Melaksanakan kegiatan helpdesk Coretax probis registrasi

[N
[N

Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penerimaan SPT Tahunan di KPP

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan

Kehumasan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

[Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif |

04b-N Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan

| PoliKP
Target 5% 5% 10% 5% 15% B85% 100%
Realisasi 6,14% 12,00% 12,00% 18,00% 18,00% 90,97% 108,97% | Max/Sum
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 107,02% 108,97%
1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan
informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib
Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional,
tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk
penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun
reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan
wajib pajak.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif
pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan
stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat
DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi
Triwulan | s.d. Triwulan Il diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja
vertikal sebagai berikut.

e Survei kepuasan pelayanan, terkait tingkat kepuasan stakeholders atas

pelayanan yang diberikan oleh KPP.
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e Survei efektivitas penyuluhan, terkait pemberian informasi atau edukasi
perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

e Survei efektivitas kehumasan, terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh
Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat

DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja

sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan

Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei

tersebut mengukur:

¢ Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

e Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

o Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5%

dan survei nasional tahunan DJP 85%.

3) Formula IKU
Indeks Hasil Survei yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak

4) Realisasi IKU

Indeks Kep lay n, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024
Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024 Dok bshottn Vrivemteny
IV Tahun 2024 Nilai realisasi IKU
KPP Kanwil
No KANWILKPP Indeks Indeks Indeks

Kepuasan Efektivitas Efektivitas KPP Kanwil IWIKPP.I.W. mvm“ " Realisasi Y-

W | 2024 ee |OESO 2024 Kot

KANWIL DJP JAWA TIMUR | 9062 87.27 85.38 87.76 90.97 108.97

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan,
Efektivitas Penyuluhan dan 86,43 82,99 89,29 82,26 108,97
Kehumasan
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 Renja Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
DJP Renstra DJP 2024 pada PK

. Indeks Kepuasan Publik
atas Layanan DJP (82)

Indeks Kepuasan . Indeks Efektivitas
Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan
100 100 108,97
Penyuluhan dan Kehumasan (81)
Kehumasan . Indeks Efektivitas
Ekosistem Kehumasan
(89)
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Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :

e Survei Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan WP dalam menerima pelayanan,
efektivitas penyuluhan perpajakan dan kehumasan dalam rangka edukasi
perpajakan.

2) Analisis akar masalah
¢ Pertanyaan survei dari Kantor Pusat sulit dipahami oleh Wajib Pajak
e Beberapa pertanyaan dalam survei Efektivitas Kehumasan menimbulkan
perbedaan persepsi dari Wajib Pajak sehingga hasil survei tidak mencerminkan
yang sesungguhnya
¢ Keterbatasan pegawai dalam melakukan asistensi pengisian survei

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
¢ Melaksanakan survei tersebut setiap triwulanan

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
Petugas Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih pro aktif dalam menjelaskan maksud pertanyaan
aspek aspek pengukuran survei

2024

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Kanwil DJP J Ti 1
e awa fimur 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Pol/KP

Target D 90% 90% 90% 90% 9% Bl
Realisasi 118,92% 118,26% 118,26% 117,70% 117,70% 119,05% 119,06% | Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan
ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib
Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

2) Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan
terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang
terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di
tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
¢ Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
¢ Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis adalah
penjumlahan dari
o Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
e Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25

27



AKUNTABILITAS KINERJA BAB Il

o Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak
Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (berbasis

kewilayahan) adalah penjumlahan dari

e Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

o Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

o Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak
Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

3) Formula IKU

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
+

{(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya
(Berbasis Kewilayahan)}

4) Realisasi IKU (119,05%)

Capaian IKU PPM

%] A A AQ

90%
59,05% 60,00% 119,05% 120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp
Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

(belum ada) 99,18% 107,37% 120% 119,05%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU . Target Tahun 2024 Target Tahun .
Target Tahun 2024 Renja DJP Renstra DIP 2024 pada PK Realisasi
e Persentase Penambahan
Wajib Pajak Hasil
Persentase Ekstensifikasi (90%)
Pengawasan e  Tingkat Efektivitas 100% 90% 119,05%
Pembayaran Masa Pengawasan dan
Penegakan Hukum Pajak
(100%)

Penjelasan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
o Kurangnya pengawasan terhadap Account Reprensentative
e Kurang optimalnya dalam menindaklanjuti data-data dalam IKU Aktivitas
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

2) Analisis akar masalah
e Tidak ada masalah

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan

28



AKUNTABILITAS KINERJA BAB Il

5.

Pengawasan pembayaran dan pelaporan

Melakukan Penelitian dan Tindak Lanjut data perpajakan

Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas/insentif
Perpajakan

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan daftar sasaran Wajib Pajak yang
ditetapkan oleh Kantor Pusat 2024

2 | Melakukan pengawasan atas data perpajakan dilakukan oleh AR melalui aplikasi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas

Data dan/atau Keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

[Penguijian kepatuhan material yang efektif |
06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

PoliKP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target
Realisasi 120,00% 119,82% 119,82% 117,31% 117,31% 1.20,00% 120,00% Max/TLK
Capaian 120,00% 119,82% 119,82% 117, 31% 17, 31% 120,00% 120,00%

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas,
dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong
kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu
kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan
kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
dibagi menjadi:

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis
(bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak
dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan
analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib
Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan
Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan
Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua
komponen:

a. Komponen Penelitian (40%)

b. Komponen Tindak Lanjut (60%)
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Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya
(Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis
Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan
Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan
permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan
penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan
Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas
WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data
pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis
untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka
himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas
keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.
Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak
Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian
atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan
daluwarsa penetapan < 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK
diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase
penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib
Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua
komponen:

a. Komponen Kuantitas (40%)

b. Komponen Kualitas (60%)

3) Formula IKU

4)

{(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
Wajib Pajak Strategis)
+

(Berbasis Kewilayahan)}

Realisasi IKU (120%)

UMIT KERIA CAPAIAN IKU
KEWILAYAHAN STRATEGIS
200. KANTOR WILAYAH DIP JAWA TIMUR | 120,00% 120, 00%
504. PRATAMA SURABAYA SUKD MANUMNGGAL 120,00% 120,00%
£05. PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN 120,00% 120,00%
506. PRATAMA SURABAYA GUBENG 120,00% 120,00%
507. PRATAMA SURABAYA TEGALSARI 120,00% 120,00%
£08. PRATAMA SURABAYA WONOCOLO 120,00% 120,00%
611. PRATAMA SURABAYA GENTENG 120,00% 120,00%
613. PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN 120,00% 120,00%
614. PRATAMA SURABAYA SAWAHAN 120,00% 119,48%
615. PRATAMA SURABAYA RUNGEUT 120,00% 120,00%
61E. PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG 120,00% 120,00%
61%. PRATAMA SURABAYA MULYOREID 120,00% 114 40%
631. MADYA SURABAYA - 120,00%
632. MADYA DUA SURABAYA - 120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp
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Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

AL R tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Persentase Penyelesaian
Permintaan Penjelasan atas Data 110,65% 114,74% 120% 120% 120%
dan/atau Keterangan
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK

Persentase Penyelesaian
Permintaan Penjelasan atas Data 100% 100% 100% 120%
dan/atau Keterangan

Penjelasan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
¢ Pengajuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) secara kualitas belum optimal
o Aplikasi perpajakan terdapat penyesuaian dengan kegiatan yang semakin
bertambah
¢ Pengawasan Account Representative belum optimal

2) Analisis akar masalah
e Tidak ada masalah

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
e Melaksanakan monitoring kegiatan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh
Account Representative
¢ Menindaklanjuti data pemicu
¢ Menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(SP2DK) yang belum ditutup

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
1 | Optimalisasi data internal
5 Account Representative melakukan pengamatan terhadap tempat usaha Wajib Pajak sebagai
pengganti kegiatan Visit
3 Segera menindaklanjuti Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Surat Permintaan Penjelasan atas 2024
Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Outstanding yang belum ditindaklanjuti Perpajakan
4 Segera menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
yang telah dibuat
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IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak

Kanwil DJP Tepat Waktu

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

[Pengujian kepatuhan material yang efektif |
06b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

PoliKP

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 120,00% 1.20,00% 1.20,00% 100,96% 100,96% 109,47% 109,47% Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 100,96% 100,96% 109,47% 109,47%

1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas,
dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong
kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam
rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan
Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan
Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan
komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku
pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%).

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang

disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas

rekapitulasi dan hasil reviu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan

Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya

disebut Laporan KKWP. Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP

Kanwil DJP dengan rincian:

e Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh KPP pada triwulan | tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi
pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada
bulan Januari tahun berjalan;

e Laporan KKWP triwulan Il memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan Il tahun berjalan dan rekapitulasi
evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan | tahun berjalan, dilaporkan
pada bulan April tahun berjalan;

e Laporan KKWP triwulan 1l memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan Ill tahun berjalan dan rekapitulasi
evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan 1l tahun berjalan, dilaporkan
pada bulan Juli tahun berjalan; dan

e Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan 1V tahun berjalan dan rekapitulasi
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evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan Il tahun berjalan, dilaporkan
pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh
Kanwil DJP. Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur
ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan
Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan KKWP Kanwil
DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut
sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Komponen 2
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti
yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada
Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang
diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja
pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM
Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam
IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang
tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan
Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan
Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process
maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan
bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab
dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi
Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi
pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya
instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku
Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi
antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari
pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi
portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal
tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.
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3) Formula IKU

30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu
+
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan
+
30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

4) Realisasi IKU (109,47%)

Presentase

Kualitas PR
Nama KPP LPT KKWP KPP Pelaksa_naan Bahan Baku Capain 6b-N
Tepat Waktu Komite .

FarEiEn Pemeriksaan

thd Target PKM
KPP Pratama Surabaya Sukomanungga 120,00% 120,00% 120,00%
KPP Pratama Surabaya Krembangan 97,50% 120,00% 104,25%
KPP Pratama Surabaya Gubeng 120,00% 120,00% 120,00%
KPP Pratama Surabaya Tegalsari 120,00% 120,00% 120,00%
KPP Pratama Surabaya Wonocolo 120,00% 120,00% 120,00%
KPP Pratama Surabaya Genteng 120,00% Tidak muncul 120,00% 120,00%
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantika 102,50% per KPP di 120,00% 107,75%
KPP Pratama Surabaya Sawahan 115,00% Mandor 120,00% 116,50%
KPP Pratama Surabaya Rungkut 120,00% 120,00% 120,00%
KPP Pratama Surabaya Karangpilang 120,00% 120,00% 120,00%
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo 97,50% 120,00% 104,25%
KPP Madya Surabaya 120,00% 50,56% 99,17%
KPP Madya Dua Surabaya 115,00% 120,00% 116,50%
Kanwil DIP Jawa Timur | 120,00% 108,83% 99,78% 109,47%

Sumber : Aplikasi mandor-djp

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

DRSS tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil (belum ada) | (belum ada) | (belum ada) | (belum ada) 109,47%
DJP Tepat Waktu
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP - - 100% 120%
Tepat Waktu

Penjelasan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Sinergi kinerja Komite Kepatuhan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak
e Penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) Pemeriksaan perlu dimatangkan

2) Analisis akar masalah
e Tidak ada masalah

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
e Komite Kepatuhan dioptimalkan dalam perencanaan dan tindak lanjut atas
DSP4
o Percepatan penyelesaian tunggakan
¢ Monev One on One Kinerja Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
¢ Mengoptimalkan penerimaan Wider Revenue Activity (WRA)
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5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode

Percepatan penyelesaian tunggakan untuk tahun pajak 2019 dan 2020

Percepatan penyelesaian tunggakan untuk Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) usia 8 (delapan)
bulan ke atas 2024

AW N (P

Mengoptimalkan penerimaan Wider Revenue Activity (WRA)

Mengoptimalkan pengawasan sektor yang akan digali bersama

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

[Penegakan hukum yang efekiif |
07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

) PollKP
Target 100% 100% 1004 100%: 100%: 100% 100%:
Realisasi 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% | MaxTLK
Capaian 1.20,00% 120,00% 1.20,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%
1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

3)

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan,
upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara
objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong
kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan
nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data
potensi, nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) disetujui dibandingkan dengan nilai
Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian
pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan
dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan
penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan
b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Formula IKU
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%
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4) Realisasi IKU
. Target Sub| Realizasi % Trajectory | Capaian Persentase
R et IKU SubiKU | Realisasi | Sublku |Subiku| —2ngt IKU
a b C d e f g=elf h I=exh
Tingkat REalIIS?ISI bﬂrgssgirka"
1 Efektivitas Lo PR Ao on | 12000% | 80%  |150,00%| 50% 60,00%
Bomerikeagn | "Ealisasi masing-masing
~~~~~~~~~~~~~~~ KPP
Persentass | [oausast berdasatkan
2 Penyelesaian jurmah pEmuonotal | yoppose | 80%  (150,00%| 50% 50,00%
penilaian | 'e2isas! ";{apsg‘g'"‘as'"g
Realisasi IKU 120,00%
Target IKU 100,00%
Capaian IKU 120,00%:

Sumber : Aplikasi appraisal-djp

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023 tahun 2024
Tingkat Efektivitas P ik
Ingkat ) ? tivitas Pemeriksaan (belum ada) | (belum ada) | (belum ada) 105,26% 120%
dan Penilaian

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yanqg terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
2024 Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
ngkgt Efektivitas Pemeriksaan dan ) ) 100% 120%
Penilaian

Penjelasan analisis pendukung atas IKU

Analisis tindakan yang telah dilakukan
1) Melakukan kegiatan penilaian baik yang berasal dari permintaan bantuan
penilaian/tenaga ahli maupun kegiatan penilaian proaktif untuk mendukung fungsi
pengawasan, fungsi pemeriksaan, fungsi penagihan ,dan fungsi lainnya dalam
rangka pengamanan target penerimaan

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
1 | Melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Kantor Pelayanan pajak
Melakukan asistensi dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis terhadap fungsional penilai 2024
2 | pajak dan petugas penilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak sehingga capaian tingkat efektivitas
penilaian dapat tercapai.
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1.

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan

Kolaborasi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

[Penegakan hukum yang efektif |

07b-CP Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

Target 20% 40% 40% 60% 60% 90%

Realisasi 48,37% 57,92% 57,92% 67,21% 67,21% Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 112,02% 112,02%

1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan,
upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara
objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong
kepatuhan WP

Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU
yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan
kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas
penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:
2) Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;

3) Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;

4) Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;

5) Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;

6) Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak
pidana di bidang perpajakan yang mengahsilkan outcome akhir dari proses
penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum tindak pidana di
bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik
untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di
bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan
Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari
sektor perpajakan.
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Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

3) Formula IKU

[50% « Yariabel Tindakan
Penagihan) +
(305  Variabel Tindak Lanjut
DSPC) +
(205  Variabel Pencaitan DSPC)

Realisasi
Peneyelesaian
Pemeriksaan

Jumlah Nilai
Penyelesaian

LPTFD

Realisasi Realisasi Hasil
Penyidikan Telah

Selesai

Kolaborasi

Bukti Permulaan Penegakan Hukum

20 254 n +20%= +15% = 20 2

Target

Penyelasaian Target Hasil

Kolaborasi
Penegakan Hukum

Jumlah Realisasi
Penyelesaian

LPTFD

Target Penyidikan
Telah Selesai

Target Tingkat Efektivitas

Pemeriksaan Penagihan

Bukti Permulaan

4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Tingkat
Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi mencapai angka
realisasi 93,93% dengan target 90% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan

mencapai angka 104,37%.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
N (1S tahun 2020 | tahun2021 | tahun2022 | tahun 2023 | tahun 2024
Tingkat Efektivitas
Penegakan Hukum, (belum ada) (belum ada) (belum ada) 112,68% 93,93%
Penagihan dan Kolaborasi

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Tingkat Efektivitas Penegakan
Hukum, Penagihan dan 100% 100% 90% 93,93%
Kolaborasi

Penjelasan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
o Realisasi Penyidikan Telah Selesai yang relatif kecil

2) Analisis akar masalah
e Terdapat perubahan tim sehingga kegiatan penyidikan sempat tehambat

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
e Menyusun strategi untuk pencapaian IKU dengan komposisi penghitungan
capaian yang baru
o Melakukan Monitoring dan Evaluasi
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5.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
1 | Evaluasi akan dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan dan setiap waktu apabila diperlukan
2 | Memantau pembayaran Wajib Pajak atas angsuran pembayaran pokok pajak dan sanksi
Sub Komponen Penyidikan Telah Dilaksanakan lebih menjadi fokus dalam monitoring dan
evaluasi karena memiliki kontribusi persentase terbesar dalam capaian IKU

2024

IKU Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan

1.

Tepat Waktu

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

[Penanganan Upaya Hukum yang efektif |
08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu

Kanwil DJP Jawa Timur |

Target B6,50% B6,50% B6,50% B6,50% B86,50% B6,50% 86,50%
Realisasi 96,02% 95,38% 93,80% 96,60% 96,60% 97 47% 97 47% Max/TLK
Capaian 111,01% 110,27% 108,43% 111,68% 111,68% 112,68% 112,68%

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non
keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan
terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses
bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20
UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

2) Definisi IKU
Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak,
maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan
dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:
o Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%

e Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.
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3) Formula IKU

(Realisasi Komponen | x 50%) + (Realisasi Komponen Il x 50%)

Komponen 1 adalah persentase penyelesaian keberatan tepat waktu antara lain
realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal

15 UU PBB.

Komponen Il adalah persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu, antara
lain realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf

d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB.
4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU
Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu mencapai
angka realisasi 97,47% dengan target 86,50% sehingga nilai Indeks Capaian

Tahunan mencapai angka 112,68%.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023 tahun 2024

Persentase Penyelesaian
Keberatan dan Non Keberatan 100% 100% 90,58% 98,04%
Tepat Waktu

97,47%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Persentase Penyelesaian
Keberatan dan Non Keberatan - - 86,5% 97,47%
Tepat Waktu

Penjelasan analisis pendukung atas IKU

Analisis tindakan yang telah dilakukan

1) In House Training (IHT) Bidang KBP Kanwil DJP Jatim |

2) Focus Group Discussion (FGD) oleh Bidang KBP Kanwil DJP Jatim |
3) Monitoring Penyelesaian Berkas dan Tunggakan Berkas

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
1 Meneliti dan menelaah terhadap berkas yang harus segera diselesaikan sesuai dengan target
yang ditentukan. 2024
5 Koordinasi dengan KPP terkait dengan kelengkapan permohonan berkas Wajib Pajak secara
intensif dilakukan
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IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yanqg Efektif

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

|Penanganan Upaya Hukum yang efektif

.y o2 51 a3

08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

s.d.03

63,00%

Pol/KP

Max/TLK

Target 63,00% 63,00% 63,00% 63,00% 63,00% 63,00%
Realisasi 84,56% 87,95% 87,95% a7,26% 87,26% 87,98% 87,98%
Capaian 120,004 120,00% 120,004 120,00% 120,00% 120,004 120,00%

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non
keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan
terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses
bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20

UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

2) Definisi IKU
Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif,
maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non

Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu :

e Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan
upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%
e Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di
Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

3) Formula IKU

Komponen Formula Bobot
Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum
selanjutnya
I Jumiah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non 0%
Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya 100%
x %o
Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang
diterbitkan
Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak
I I naab tanl " : L LiT: Har 20%
_ {10,3x Mengabulkan Sebagan] + Menambah + Menghapus Dar Sengheta + Menola + Tida Dagat Diterma)
Tingtat Kemenangan - — e
{6rand Ttal- Membetulan Solah Tuls/Hitung
4) Realisasi IKU
Kompaonen | F'.er.sentase Sk Keberatan da.n SK MNon Keberatan yang tidak 98 56% 20% 78.85%
diajukan upaya hukum selanjutnya
Komponen | Persgntase]umlah_putusan_yang n_'lempertahankan objek 45.63% 20% 9.13%
banding/gugatan di Pengadilan Pajak
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif 100% 87,98%

Sumber : Aplikasi AKBP,
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Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Nama IKU Realisasi tahun 2020 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023 tahun 2024
Persentase SK Keberatan dan
Persentase .
Penanganan Non Keberatan yang tidak
9 diajukan upaya hukum 54,09% 32,56% 89,19% 87,98%
Upaya Hukum ;
ang Efekif selanjutnya

y (58,13%)

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Persentase Penanganan Upaya 0 0
Hukum yang Efektif 86,5% 97.47%

Penjelasan analisis pendukung atas IKU

Analisis tindakan yang telah dilakukan

1) Melakukan koordinasi kepada fungsional pemeriksa Pajak maupun Petugas
Pemeriksa Pajak (P3), agar tercipta hasil pemeriksaan yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan;

2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian keberatan yang dilakukan
oleh Penelaah Keberatan agar tercipta hasil penelitian yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan (PPIP)
1 | sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan agar proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditentukan
Melakukan bimbingan ke Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan 2024
dan juga para Penelaah Keberatan terkait kegiatan penelitian keberatan, agar proses
pemeriksaan dan penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sehingga akan
mengurangi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum lanjutan.

IKU Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data
Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur | |Data dan Informasi yang berkualitas |

09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data

) PollKP
Target 20,00% 50,00% 50,00% 80,00% B80,00% 100,00% 100,00%
Realisasi 37 A41% B84,83% 84,83% 101,84% 101,84% 117,00% 117,00% Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 117,00% 117,00%

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk
mendukung pengambilan keputusan.
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2) Definisi IKU
IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan
penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase
produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase
penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing
komponen sebagai berikut :

e Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

a.

g.

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA
Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi
modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi
tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022
Huruf E. Angka 1b)

Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data

Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang

P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP.(SE-05/PJ/2022 Angka

4b2)a) (1))

Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling

lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2)

b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan

pertama triwulan yang bersangkutan. DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan

pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data
dan Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi
dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA

dan LHA.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA

Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-

Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil

analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait,

yaitu:

a) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan
indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana
dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP
melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2)
a) (4)).

b) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana
perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3)
dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti
permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).

Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan

hasil analisi potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

paling lambat akhir Triwulan | dan disampaikan kepada Direktur Data dan
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Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal

dengan ketentuan:

a) minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk
masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil
Jakarta Khusus;

b) minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk
Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.

Kepala Kanwil menetapkan tim analis pajak tingkat kanwil dan target jumlah

laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing

Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah

DJP

Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi

Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target

kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA.

Jumlah LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah jumlah LHA

yang diproduksi pada tahun berjalan hingga periode yang bersangkutan.

e Persentase penyediaan data potensi perpajakan

a.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang
belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data
Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi KPDL dan dilakukan pada
lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau
harta Wajib Pajak (Lapangan)

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka
optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP
dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan
potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data
spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak
pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan
internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan
internet tersedia terdekat

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk
memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data
(lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data
yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam
rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan
pengamanan penerimaan pajak

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung
berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah
tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine
Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan 1-IV
menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting
(MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data
dan Informasi Perpajakan (DIP)
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Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah
data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan
nilainya tidak sama

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi

KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah

divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/
KITAS/KITAP atau sejenisnya,

b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal
sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a); dan

c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat
tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya)
sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan
angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum

dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data

hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal
oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah

sebagai berikut:

a) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman
data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi
kebenaran material dan formal tepat waktu

b) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang
direkam oleh seluruh Account Representative tersebut

c) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh
seluruh pegawai KP2KP tersebut

d) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh
seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh
pegawai KP2KP di wilayahnya

e) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian,
Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3
dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan
Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya

f) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan,
Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan,
dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi
realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di
bawahnya

g) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman
data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi
realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya
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j- Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan
Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota
Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

3) Formula IKU

(Pa reentase produksi Laporan Hasil Analizsiz (LHA) data perpajakan

+ Persentase penyediaan data potensi perpajakan

2

X 100%

4) Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU

Persentase Produksi

Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan

Penyediaan Data Potensi Perpajakan mencapai angka realisasi 117% dengan
target 100% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 117%.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU

Realisasi
tahun 2020

Realisasi
tahun 2021

Realisasi
tahun 2022

Realisasi
tahun 2023

Realisasi
tahun 2024

Persentase Produksi Laporan
Hasil Analisis (LHA) Data
Perpajakan dan Penyediaan
Data Potensi Perpajakan

123,10%

149,93%

120%

120%

117%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan

Kinerja

Nama IKU

Target Tahun 2024

Renja DJP

Target Tahun 2024

Renstra DJP

Target Tahun
2024 pada PK

Realisasi

Persentase Produksi Laporan
Hasil Analisis (LHA) Data
Perpajakan dan Penyediaan Data
Potensi Perpajakan

100%

117%

Penjelasan analisis pendukung atas IKU

Analisis tindakan yang telah dilakukan
1) Melakukan penyisiran dan penguasaan area yang berfokus pada sentra-sentra

ekonomi;

2) Melakukan uji lapangan terhadap NPWP Non Efektif terdapat data untuk
memastikan keberadaan Wajib Pajak;

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
1 Melakukan Monitoring dan evaluasi tiap triwulan dan menyampaikan kepada Tim Asistensi 2024
Kantor Wilayah untuk disampaikan pada saat pertemuan dengan Kantor Pelayanan Pajak
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IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

[Data dan Informasi yang berkualitas |

09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Target 10,00% 25,00% 25,00% 40,00% 40,00% 55,00% 55,00%

Realisasi 26,66% 50,50% 50,50% 64,76% 64,76% 68,45% 68,45% | Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk
mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang
bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan
seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing
Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor
Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing
ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu
yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan
perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal
Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode
tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk
penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.
Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama
Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:
¢ Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
a. Data Kendaraan Bermotor;
b. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
c. Data Sektor Pertambangan yang meliputi Data Izin Usaha di Sektor
Pertambangan dan Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB)
beserta lampirannya.
¢ Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
a. Data Sektor Properti yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), dan Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
b. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
c. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.
Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak
tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional
(kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama
Regional. Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari
penghitungan IKU ini, diantara lain:
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o Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun
berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017,

o Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;

¢ Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;

o Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan

¢ Jenis data yang terkait perizinan berusaha, selain Data Surat Izin Usaha/Data
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Data usaha sektor perkebunan dan
kehutanan, dan Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi.

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di

PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan

sebagainya).

3) Formula IKU

Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan
Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampailan

umlah jenis data utama regicnal yang berstatus lengkap

x40% ) + (] Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan

[Fo%ex ([

x 60%))] +
20% Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan 0% | + {Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap 50%
[ * ([Ju.mlah Jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan - J Jumlah jenis data regional [ainnya yang disampaikan Z)

4) Realisasi IKU (68,45%)

200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR | Diurutkan Berdasar : Unit Kerja

UNIT KERJA CAPAIAN | DETIL KP2KP
I e = = s = i
1 200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR | (DATA PROPINSI) [ 4 BN 2 BN 2 BN 14 BN 1 BN 3 | | Lihat |
2 604-KPP PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL [ s BN BN : BN ¢ BN <+ BN 1 | [ Lihat |
3 605- KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN [ ¢ BN c BN 3 BN c BN 4+ BN 1 | | Lihat |
4 606- KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG [ 6 BN BN : BN < BN <4 BN 1 | [ Lihat |
5 607 - KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI [ 6 B 6 NN 3 BN 6 BN 4 N 1 | 61,5 | Lihat |
6 609 - KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO [ ¢ O ¢ BN : BN ¢ BN <+ BN 1 | 615 [ Lihat |
7 611-KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG [ 6 BN c BN 3 BN ¢ NN 4 BN 1 | 61,5 | Lihat |
§ 613 - KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN [ 5 BN ¢ BN : NN ¢ BN <+ BN 1 | =3
9 614- KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN [ ¢ N ¢ BN 3 BN ¢ BN 4 BN 1 | | Lihat |
10 615- KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT [ 5 BN < BN : BN < BN <+ BN 1 |
11 618 - KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG [ 6 BN 6 BN 3 BN ¢ NN 4 BN 1 |
12 619- KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO [ ¢ BN s BN : BN < BN < BN 1 | 61,5 =3

Sumber : http://monitoringspt:8086/

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU tahun 2020 tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Persentase Penghimpunan
Data Regional dari ILAP
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

(belum ada) (belum ada) (belum ada) 70% 68,45%
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Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Persentase Penghimpunan Data o 0
Regional dari ILAP 55% 68,45%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Isu positif Bapenda Kota Surabaya menyambut baik wacana kesepakatan
bersama untuk memanfaatkan data perpajakan ini

2) Analisis akar masalah
¢ Ada beberapa data yang bukan berada di Bapenda Jatim sehingga Kanwil DJP
Jatim | harus berkoordinasi dengan Dinas Dinas terkait sebelum melakukan
Nota Kesepakatan dengan Walikota Surabaya

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
o Kordinasi secara intens
o Melakukan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah setempat
(Pemkot Surabaya)

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
1 | Pendampingan dan koordinasi secara intens dan dilanjutkan dengan kerjasama tripartit
2 | Menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah setempat (Pemprov dan Pemkot Surabaya)

2024

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur | Pengelolaan Organisasi dan 5DM yang adaptif

10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

) | PollKP
Target 15,00% 45,00% 45,00% 75,00%: 75,00% 90,00% 90,00%
Realisasi 103,23% 102,35% 102,35% 103,38% 103,38% 103,44% 103,44% Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 114,93% 114,93%

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan
fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang
mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang
meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :
¢ Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi
manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
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o Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan
pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta
pengembangannya; dan

e Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan
standar jam pelajaran pegawai.

3) Formula IKU

(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%;) + (Realisasi Aspek 3 x 3594

4) Realisasi IKU
Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Tingkat
Kualitas Kompetensi SDM mencapai angka realisasi 114,93% dengan target 90%
sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 120%.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU tahun 2020 tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Tingkat Kualitas Kompetensi
SDM
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

(belum ada) (belum ada) (belum ada) 70% 68,45%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM 100% - 90% 114,93%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis akar masalah
¢ Akar masalah didapatkan apabila terdapat pegawai yang belum memenuhi jam
pelajaran maupun pegawai yang tidak lulus uji kompetensi atau assessment
center.

2) Analisis tindakan yang telah dilakukan

e Peningkatan kompetensi terhadap pegawai yang akan mengikuti assessment
maupun uji kompetensi sehingga didapatkan hasil yang baik. Peningkatan
kompetensi dilaksanakan dengan IHT, Sosialisasi, maupun Diklat.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
Terhadap pegawai yang tidak lulus dilakukan penigkatan kompetensi, serta untuk pegawai yang
belum memenuhi jam pelajaran diminta untuk segera memenuhi.

2024
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IKU Indeks Penilaian Inteqgritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Kanwil DJP Jawa Timur |

[Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif |

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Q2 ) PollKP
Target - - - 85,00% 85,00% 100,00% 100,00%
Realisasi - - - 100,00% 100,00% 113,64% 113,64% Max/TLK
Capaian - - - 117 ,65% 117 65% 113,64% 113,64%
1) Deskripsi Sasaran Strategis

2)

3)

4)

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan
fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang
mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen

utama IKU sebagai berikut:

e Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;

¢ Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada
responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan
keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;

o Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit Kantor
Pelayanan Pajak atas Penilaian Integritas).

Formula IKU

Formula

G < 00 s« 2 :
L x 100% | x 80% | + [(ax 100%) x 15%] + (3 x 100%) x 5%] x
40%

(((30% x indeks pelayanan keberatanfpengurangan) + (20% x indeks bukti pe'rmu!nanfpenyidikau}) — Faktor Koreksi)
x

40
a5 %

Jumlah Unit KPP
85

(Totai Indeks Penilaian Integrtias Unit KPP)
( )xzo%

Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini
adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemmdian dikalikan pembobotan

40%.
Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala
100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.

Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat

Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas
D dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%.

Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Indeks
Penilaian Integritas Unit mencapai angka realisasi 113,64% dengan target 100%
sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 113,34%.
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5.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023 tahun 2024
E\:ifks Penilaian Integritas (belum ada) (belum ada) (belum ada) 70% 68,45%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Indeks Penilaian Integritas Unit - - 100% 113,64%

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
¢ Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada
responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan
keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
¢ Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas
Penilaian Integritas).

2) Analisis akar masalah

e Unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur | yang tidak lolos penilaian
WBK Tingkat Eselon |

o Ketidakpuasan WP atas pelayanan di Kantor Wilayah
¢ Ketidakpuasan WP atas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
e Menyampaikan longlist responden survei tepat waktu

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
1 | Asistensi pembangunan WBK di Kantor Pelayanan Pajak yang mengajukan penilaian
2 | Memberikan pelayanan terbaik, profesional dan transparan penuh integritas.

2024

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan

Manajemen Organisasi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

[Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif |
10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Kanwvil DJP Jawa Timur |

Q4 Pol/KP
Target 23,00% 47, 00% 47 ,00% 70,00% 70,00% 90,00% 90,00%
Realisasi 28,07% 57,38% 57,38% 89,42% B89,42% 103,44% 103,44% Max/TLK
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 114,93% 114,93%

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan
fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
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Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang
mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang
Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur
bahwa:

a.

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan
sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam
rangka mencapai tujuan organisasi

Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan

Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen
kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen
kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja

Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi,
yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen
kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku
kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen
kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two
terdiri atas:

a.
b.

Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;

Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja
organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama;

Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat
di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai
unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-
Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-
Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon Il di lingkungan DJP adalah sebagai
berikut :

a.

Yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;
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3)

4)

b. Yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala
Bagian Umum;

c. Yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi,
Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan

d. Yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian
Kepegawaian.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen
sebagai berikut :

a) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

b) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak
terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses
sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola
risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan
yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk
meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan
peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah
organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022
adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan
Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan
yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level
Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana
mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari
Tahun berikutnya.

Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja
+

Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi IKU

Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Indeks
Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Organisasi mencapai
angka realisasi 99,74% dengan target 90% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan
mencapai angka 110,82%.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU tahun 2020 tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Indeks Efektivitas
Implementasi Manajemen
Kinerja dan Manajemen
Organisasi

99,97% 100% 100% 99,91% 99,74%

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024
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Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK

Indeks Efektivitas Implementasi
Manajemen Kinerja dan - - 90% 99,74%
Manajemen Organisasi

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis tindakan yang telah dilakukan
¢ Imbauan Manajemen Kinerja dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja dan
pengelola kinerja pegawai sebelum tenggat waktu yang ada,;
e Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sudah dilaksanakan dengan baik dan
tepat waktu dipimpin oleh pimpinan unit kerja bersama seluruh eselon Ill

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
1 | Dilaksanakan sebelum tenggat waktu yang diberikan. 2024

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

|Pengelolaan keuangan yang akuntabel
11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Kanwvil DJP Jawa Timur |
PollKP

Target 100,00% 100,00%
Realisasi 102,16% 102,16%
Capaian 78,95% 102,16% 102,16% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

1) Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan
keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada
akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik
pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat
memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan
informasi yang dapat dipercaya.

2) Definisi IKU
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola
sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah
dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:
e 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
o 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan
persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Rl No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro
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Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024
tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya
Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024
ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor
Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan
Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk
dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan
Kehumasan Perpajakan.

3) Formula IKU
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada
PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
e Triwulan | dan Triwulan Il = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0
e Triwulan Il dengan Indeks sebagai berikut :

Indeks Kriteria

100 ¢ ¥ < 120 100 + [Fealisasi KPP A - 95] : 0,15 ° [35<1:38]
100 Realizaszi [KP& = 95

B0 < ¥« 100 80 « [Realizasi KPS - 85): 0,5 ™ [851:35]
20 Realizazi [KP& = 85

“Koefisien 0,15 = [Fealisasi KPA capaian 120 - Target IKP A [indek= capaian 120 - indek.s capaian sesuai target)
= [98-95] f (120-100)
* Koefisien 0,5 = [Target I[KP & - Realizasi KPP & capaian 800 (indek.s capaian target - indeks capaian 30)
= [95-85] f [100-20)

e Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0
(indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks Kriteria

100 ¥ < 120 100 + [Realisasi - 91) : 0,2 ° [91< 12 85]
00 Realizasi hEA = 91

B0 < ¥« 100 20 « [Realizasi MEA - 207 : 0,55 [20<5: 1)
a0 Realisasi MEA = 80

" Koefizien 0,2 = [FRealizasi MEA Capaian 120 - Target MEA) [indeks capaian 120 - indeks capaian sesuaitarget)
= [95-31) ¢ (120-100)
" Koefisien 0,55 = [Target MEA - Realizazi MEA Capaian 80 [indek.s capaian target - indeks capaian 80)
= [91-80] ¢ (100-80)

4) Realisasi IKU
Sesuai aplikasi perpajakan mandor per tanggal 15 Januari 2025, untuk IKU Indeks
Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai angka realisasi 120% dengan
target 100% sehingga nilai Indeks Capaian Tahunan mencapai angka 120%.

56



AKUNTABILITAS KINERJA BAB Il

5.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

AL tahun 2020 tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | tahun 2024

Indeks Kinerja Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. 2024

99,03% 98,18% 93,09% 101,14 120

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 Target Tahun Realisasi
Renja DJP Renstra DJP 2024 pada PK
Indeks Kinerja Kualitas 95,5 ) 100 120
Pelaksanaan Anggaran

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis isu utama dan implikasi yang dihadapi :
e Terkait dengan penghitungan Nilai IKPA pada Komponen Penyerapan
Anggaran dan Belanja Kontraktual

2) Analisis akar masalah

¢ Belanja Kontraktual pada penghitungan IKPA jika dilaksanakan pada triwulan |
maka nilai yang dicapai dapat maksimal, namun pada Kanwil DJP Jawa Timur
I, terkendala pada belanja kontraktual dengan timeline waktu yang lama seperti
renovasi rumah dinas, dikarenakan tidak dapat terselesaikan pada triwulan 1.
sehingga mempengaruhi nilai IKPA pada triwulan selanjutnya. Selain itu belanja
modal renovasi rumah dinas juga membuat penyerapan anggaran tidak
maksimal karena pembayaran baru bisa dilakukan setelah progress
pelaksanaan pekerjaan pada Triwulan Il, lll, dan IV

3) Analisis tindakan yang telah dilakukan
¢ Memaksimalkan Nilai IKPA dengan memaksimalkan penyerapan anggaran dan
memperhatikan komponen IKPA lainnya

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi Periode
Tindakan untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan belanja kontraktual dan
memperhatikan penyerapan anggaran tiap triwulan.

2024
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B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024 total Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur | yang diterima sejumlah Rp. 21.578.666.000,00 (Dua Puluh Satu
Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
dan beberapa kali direvisi terakhir menjadi sejumlah Rp.23.294.692.000,00 (Dua Puluh
Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua
Rupiah). Alokasi dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk program penerapan
kepemerintahan berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur
| dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Periode Pagu Realisasi s.d. Realisasi
Triwulan | 23,294,692,000 3,270,805,215 14,04 %
Triwulan 11 23,294,692,000 7,387,219,143 31,71%
Triwulan 1II 23,294,692,000 13,953,409,397 59,90%
Triwulan IV 23,294,692,000 22,675,962,121 97,34%

Dengan ulasan sebagai berikut ;

Triwulan | . Realisasi Anggaran Triwulan | sebesar 14,04% digunakan untuk
keperluan pembayaran anggaran layanan perkantoran berupa belanja
barang operasional dan pemeliharaan  kantor, kegiatan
kerumahtanggaan, dan untuk kegiatan perjalanan dinas. Selain itu
digunakan untuk pembayaran dalam rangka kegiatan belanja modal
renovasi rumah Negara.

Triwulan Il . Realisasi Anggaran Triwulan |l adalah sebesar 31,71% yang secara
keseluruhan penggunaan anggaran sama dengan triwulan | namun
terdapat penambahan kegiatan dari output/kegiatan lainnya. Selain itu
pada triwulan Il dilakukan juga untuk pembayaran kegiatan belanja
modal renovasi rumah Negara dan Pengecatan Gedung Kantor.

Triwulan 111 : Realisasi Anggaran Triwulan Il adalah sebesar 59,90%. Selain
digunakan untuk keperluan rutin layanan perkantoran, pemeliharaan
kantor, dan belanja modal, pada Triwulan Il dilakukan revisi anggaran
untuk menambah pagu anggaran Belanja Modal melalui optimalisasi
DIPA satker.

Triwulan IV : Realisasi Anggaran Triwulan IV adalah sebesar 97,34%. Pada triwulan
ini secara keseluruhan digunakan untuk keperluan pemenuhan
layanan perkantoran serta kegiatan non generik sehubungan dengan
tugas pokok dan fungsi. Selain itu pada Triwulan IV terdapat revisi
penambahan pagu untuk pembayaran listrik, selain itu terdapar revisi
blokir pagu untuk perjalanan dinas, serta revisi harmonisasi anggaran
di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I.

Sampai dengan akhir Desember 2024 untuk Anggaran DIPA Kantor Wilayah DJP Jawa
Timur | merealisasikan sebesar Rp. 22.675.962.121,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus
Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sertaus Dua Puluh Satu
Rupiah) atau sebesar 97,34 % dari Anggaran DIPA yang direvisi terakhir dan sisa Anggaran
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Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | Tahun 2024 sebesar Rp.618.729.879,00 (Enam Ratus
Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujug Puluh
Sembilan Rupiah).

KINERJA LAIN-LAIN

Daftar prestasi Kanwil DJP Jawa Timur | dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir
Tahun 2020

1.

Meraih Predikat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Birokrasi Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

2. Meraih predikat Kantor Wilayah Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan

3. Petugas rekon terbaik, responsif dan kooperatif oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya |

Tahun 2021

1. Kanwil dengan realisasi Pencairan Transfer Pricing Terbesar ke-lll

2. Kanwil dengan Persentase Pencapaian Target Transfer Pricing terbesar ke-Il|

3. Kanwil dengan pencapaian penerimaan melebihi target

4. Peringkat kedua unit tingkat kanwil dengan Kinerja Pemeriksaan Terbaik

5. Peringkat ketiga unit dengan kinerja implementasi tata kelola manajemen risiko terbaik

6. Kanwil mencapai kinerja melebihi target penerimaan pajak

7. Satuan Kerja Berkinerja Terbaik (Nilai Sempurna) atas capaian nilai IKPA Triwulan |
TA 2021 kategori Pagu di atas 10 sd 50 Miliar yang diberikan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya |

8. Peringkat | Satuan Kerja dengan capaian nilai IKPA terbaik Triwulan IV TA 2021
Kategori Pagu 10 sd 50 Miliar yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Surabaya |

9. Peringkat Il Penilaian IKPA Satuan Kerja K/L Tahun 2021 kategori Pagu Sedang
(antara 20 Miliar sd 200 Miliar) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2022

1. Peringkat Il Nasional untuk Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Final (Program
Pengungkapan Sukarela) PPS

2. Rangking Il Nasional untuk jumlah peserta PPS (utk keseluruhan kriteria: Jumlah Wajib
Pajak, Jumlah Suket, Suket Kebijakan | maupun Suket Kebijakan I1)

3. Peringkat Il Satuan Kerja Terbaik atas capaian IKPA Triwulan | Tahun 2022 Kategori
Pagu di atas 10 sd 50 miliar yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Surabaya |

4. Meraih Predikat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM)

5.  Kanwil mencapai kinerja melebihi target penerimaan pajak

6. Juara | Lomba Karya Video/Reels/Tiktok-Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan
Tahun 2022

7. Duta Transformasi Terbaik TK DJP Tahun 2022

8. Peringkat | Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Triwulan 11l Tahun 2022 Kategori 10 s.d 50 Miliar Rupiah
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9. Kantor Wilayah dengan Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan
Kinerja Terbaik Kedua Tahun Anggaran 2022

10. Unit dengan Penyelesaian Telaah Laporan Keuangan TA 2022 Tercepat Terbaik
Pertama Kategori Kantor Wilayah

11. Peringkat 11l Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Triwulan IV Tahun 2022 Kategori 10 s.d 50 Miliar Rupiah

Tahun 2023

1. Sales Volume Terbaik Kartu Kredit Pemerintah periode September - Desember 2022

2. Peringkat Il Satuan Kerja Terbaik dan Nilai Sempurna atas Capaian Nilai Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan | Tahun 2023 Kategori Pagu 10 s.d. 50 Miliar
Rupiah

3. Juara lll Perlombaan Panahan Tim Putra dinomor beregu jarak 20 meter dalam
Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional

4. Juara Il Perlombaan Panahan Tim Putri dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 dalam
Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional

5. Juara Il Catur Online Beregu dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 dalam Rangka
Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional

6. Juara DJP Got Talent 2023 Kategori Tari dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2023 dalam
Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional

7. Juara | Criterium Master A dan Juara 1 Endurance dalam Lomba Balap Sepeda dalam
Rangka Hari Pajak Tahun 2023 Tingkat Nasional

8. Peringkat | Kanwil DJP dengan inisiatif perjanjian kerjasama terbaik

9. Kinerja Tindak Lanjut Kegiatan Suspend Terbaik

10. Pemeriksaan Pajak Terbaik - Klaster Kantor Wilayah

11. Pembinaan Mental kategori Kanwil terbaik

12. Unit Pengendali dengan Kinerja Pemeriksaan Wajib Pajak Grup Terbaik ke-lll Tingkat
Nasional

Tahun 2024

1. Juara DJP Got Talent 2024 Kategori Tari dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2024 Tingkat
Nasional

2. Juara 2 Endurance dalam Lomba Balap Sepeda dalam Rangka Hari Pajak Tahun 2024

Tingkat Nasional
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | Tahun 2024
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Perjanjian
Kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Rencana Strategis DJP 2020-2024
yang disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis yang ditetapkan pada Tahun 2024
telah sesuai dengan yang ditargetkan dengan capaian 109,12%. Namun demikian,
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | akan terus meningkatkan langkah-langkah inovasi
untuk mempertahankan realisasi yang tercapai dan juga meningkatkan angka realisasi
tersebut.

Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP
Jawa Timur | Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur | dan dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja
organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator kinerja yang telah ada dengan
perkembangan tuntutan stakeholder. Sehingga dapat memberi umpan balik guna
peningkatan kinerja pada periode berikutnya dan dapat dirasakan keberadaannya oleh
masyarakat dengan pelayanan yang profesional.
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PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA
i NOMOR : PE-39/P]/2024
KEPAT A KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Vind -
klsnjadi Mizra Tepsrcara Pasmbangunen Fengee webek Mengbispen Fessrizueas Negers suslalo: Penypslsnggaroas
Administrusi Faspajakean yang Bfisien, Efekif, Decintagritas, dos Barkendilon dalem rangls musdnkoeg Vis
Hamsnterian Esnzngen: "klsnjadi Fasgalols Esnasgen Nagers entok Mevmajndlss Paskonomian Indsnssis yang
Produktf Kompetitif, Inkineif dan Beckeadilen”.




KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

JAWATIMUR I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Penerimasn negara dar
sektor pajak Fang
optimal

0la-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

01b-M Indeks realisasi pertombuhan penerimaan pajak
brute dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Fepatuhan tahun
berjalan yang tnggi

02a-CF Perseniase realisasi penerimaan pajak dard
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (FPM)

02b-CF  Persentase «capaian  tingkat kepatuhan
pervampaian SPT Tahunan FPh Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi

Fepatuhan tahun
sebelummnya yang tinged

03a-CF Persentase realisasi penerimaan pajak  dar
kegiatan Pengujian Fepatuhan Material (FEM)

Edukasi. pelayvanan, dan
kehumasan vang efektif

(Ma-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Mb-N  Indeks  kepuasan
perpuluhan dan kehumasan

pelayanan.  efektvitas

Pengawasan
pembayaran masa yang
efeltf

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masila

Pengujian kepatuhan
material vang efekif

05a-CF Persentase penyelesaian permintaan penjelasan
atas data dan/atan keterangan

0ob-I Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib
Pajak Kanwil DJF tepat wakiu

07a-CP Tingkat efekiivitas pemeriksaan dan penilaian

07b-CF Tingkat efekiivitas penegakan hukum, penagihan,
dan kolaborasi

Penanganan upaya
hulkuom yvang efekbf

03a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-
keberatan tepat wakin

03b- Parsenfase penanganan upaya hukum yvang efekdif




berkualitas

9a-IN Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA)
Data dan informasi yang | data perpajakan dan penyediasn data potensi perpajakan

09p-1J Persentase penghimpunan data regional dari ILAFP

10a-IN Tingkat kmalitas kompetensi SDM

dan SDM yang adaplif

Pengelolaan Organisasi | 10b-} Indeks Penilaian Integritas Unit

10c-1 Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja

11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan angparam

Programy Kegiatan Tahun 2024
A Progrem Pengelolaan Penerimaen Negara

1 Ekstensifikasi Penerimaan [Negara

3 Pengawasan dan Penegakan Hukumm
4 Penanganan Feberatan/Banding/ Gugatan
3 Pengawasan dan Penegakan Hukum

E Program Dukunpan Mangjemen

1 Penpelolaan Fenangan, BMM, dan Unmomy

2 Pengelolaan Organisasi dan SDM

3—Peng;d.ulaan Sistem Informasi dan Tekmnolog
Total

Drirekiur Jenderal Pajak.,

AngpFaran
3.500 307 000
540.762.000
334 461.000

1.050.518.000
275.108.000
948 658.000

17.979 150000
16.405.543.000

1414 115000
159501000

1 578666000

Surabaya, 31 Jamoari 2024
Fepala Kantor Wilayah
Direktorat Jemderal Pajak Jawa Timur L

Sigit Damamg Joyo




RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JAWATIMURI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Target
|5nt_1| 3 |5_ﬂ_l;13| 4 | Y

55 dan TET

Penerimaan negara dar sekior pajak vang optimal

-

Persentase realisasi penerimaan pajak 23%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
pajak  brute dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

Kepatuhan tahun berjalan vang tingei

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
keglatan Pengawasan Pembayaran MMasa
(PPN

Persentase capaian tngkat kepatuhan
penyampaian SFT Tahunan FFPh Wajib
Fajak Badan dan Orang Pribadi

Kepatuhan tahun sebelummnya yang tmgei

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatam Pengujiam Kepatuhan Material
(FEM)

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efelif

Persentase perubahan perilalm lapor dan
bayar atas lkegiatan edukasi dan
penyuhaharn

Indeks kepuasam pelayanan, efektivitas
penyuhohan dan kehumasan

Pengawasan pembayaran masa yang efekif

Persentase pengawasan pembayaran masa




Pengujian kepatuhan material yang efeltif

Target
@ | @2 [sme1| o5

.j_q;| q;| x

Persrntase penyelsaian permingaan
penjeasan atas data dan/atau keterangan

Efektivitas pengelolaan Kiomite
Erpatuhan Wajib Pajak Kanwil TP tepat
wakin

Penegakan hokum yang efekif

Tingkat efcktiviks pemeriksaan  dan

prndlaian

TinE';l'..JT pirkbvitas r-r'r.i:h_g.lk.m fmkum,
penagihan, dan kolaborasi

F‘-:'r_'ar...'-'_..l:l.l m wparya hukum yang fedk g

FPererntase penyelesaian keberatan dan
non-kebheratan tepat wakha

Persentase UnAnganan  upays hukam
vang pévktif

Data damn infosmasi yang berrkoual s

Persentase  produksi  Laporan Hasil
Analisis (LHA) data perpajakan dan
provediaan data potens perpajakamn

Persentase penghimpunan data regional
dari TLAT

Pengeirlaan Chrganisasi dan 500 yang ada

Tingkat kualitas kom nsi SO

Indeks Penilxian Integritas Unit

Indedks efelctivitas implementasi
manajemen kinerja dan manajemen risiko

Pengebolaan kruangan yang akuntabe]

Indeks kinerja koalitas  pelaksanaan
angEaran
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FPersentase
pengawasan
pembayaran masa

KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I

Inisiafif Strategis

Pengawasin
pembayaran mass
atas kespsuaian
dan lorbepatan
pembayaran mass
WT Lainrya

INISIATIF STRATEGIS

EEMENTERIAN KEUANGAN

Orbprnt:
Mionitoring

PR AwEsaT
pembayaran masa
WT Lainmya

Outcome:
Tercapainya argst
Persentaze
Fengawasan
Pemnbayaran hasa
WF Lainmy=
sehingea
kepatuhan WP
meningkat dan
penerimaan pajak
dapat tercapai
secara optimal

TAHUN 2024

-

Melakukan pengawasan
terhadap penerbitan STP,
Penambahan WP Hasil
Ekstensifikasi, dan Tindak
Lanjut Data Perpajakan
Tahun Berjalan

Q2

Melakukan pengawasan
terhadap penerbitan 5T,
Penambahan W Hasil
Eksten
Lanjut Data Perpajakan
Tahun Berjalan

3

Melakukan pengawasan
werhadap penerbitan 5T,
Penambahan WT Hasil
Ekstensifikasi, dan Tindak
Lanjut Data Perpajakan
Tahun Berjalan

Ja:

kasi. dan Tindak

[0, 5

Monitoring Tim LOL
Maonitoring
Pengawasan
Pembayaran Masa
WT Lainnya

Q=

H(sﬁiml'_'r._pJ Tim LI,
Monitoring
Pengawasan
Pembayaran Masa
WF Lairmyva

Oz

Monitoring Tim LOL
Maonitoring
Pengawasan
Pembayaran Masa
WT Lainnya

O

Muonitoring Tim LOL
Monitoring
Pengawasan

Januari
Dresember
A4

Bidang

FPendaftaran,

Melakukan prngawasan
terhadap penerbitan STF,
Penambahan WT Hasil
Ekstensif
Lanjut Data

si, dan Tindak

Pembayaran Masa
WT Lainnya

Persentase
penyelesaian
permintaan
penjelamn atas data
dan/ stam keterangan

Inisiakif Shrategis

Pengawasin
Erpatuhan
Material unnak

mendorung
kepatohan
sukarela Wajib
Pajak

Drutprut:
Monitoring dan
Ewaluasi capaian
PDE

Onuteome:
Tercapainya KU
Persentase
pergrelesaian
permdntaan
penjelazan atas
data dan/ atau
keteranzan WP
Lainaya (WP

Eewilayahan)

=

Penyusunan DFF
Pengawasan SP2DE
Chatstanding

Tindak Lanjut terhadap
SP2DK tahun sebelommnya
iz

Penyusunan DFF
Pengawasan SP2DE
Chatstanding

Tindak Lanjut terhadap
SP2DK tahun sebelomnya
a:

Penyusunan DFF
Pengawasan SP2DE
Chatstanding

Tindak Lanjut terhadap
SP2DK tahun sebelomnya
4

Penyusunan DFF
Pengawasan SP2DE
Chatstanding

[V

Monitoring Tim Lk
Maonitoring Capaian
FDE
0z M
L{Y; Monitoring
Capaian PADE

[0

Monitoring Tim L{x
Maonitoring Capaian
DK

O

Monitoring Tim L{x
H(sﬁihﬂr_'r.‘?_l Capaian
F4DE

itoring, Tim

Janmari
Diesemiber
04

dan Penilaian,
Bidang Data
dan
Pengawasan
Potensi

Perpajakan




Tindak Lanjut terhadap
SP2DE tahun sebelummnva

Persentase
penyelesaian
keberatan dan non
krberatan tepat
wakiu

Inisiatif Strategis
: Mempercepat
penvebessian
permahicnan
Keberatan dan
Non Keberatan
Wajib Pajak
melaloi
penetapan JT ME
8 bulan unfuk
keheratan dan 3
‘bulan untuk non
kebemtan

Output:
Surat
pengembalian
permaohoman
keheratan dan non
keheratan yang
tidak memeenuhi
ketentuan foemal,
Surat Keputosan
permohoman
keberatan dan non
kebheratan melalui
laporan peneditian
keheratan dan non
keheratan yang

tembusan ke KTT
Oruteame:

Penyebestian
keberatan dan non
keheratan yang

Oz

Melskukan penelitian dan
maemibuat laporam
penelitian dan
menerhithkan surat
keputusn keberatan dan
non keheratan sesuai
dengan jangka waktu ME
yang, lehih copat

Q=

Medakukan penelitian dan
maeemibuat laporan
penclitian dan
mmarneerbitham surat
keputusen keberatan dan
non keberatan sesuai
dengan jangka wakiu MR
yang, lehih copat

Qa:

Melakukan penelitian dan
memibuat laporan
penclitian dan
marnaerhitiam sarat
krputusan keberatan dan

o

Laporan penelitian
keberatan dan non
keberatan serta
Surat keputusan
keberatan dan non
keberatan

gz

Laporan penelitian
keberatan dan non
keberatan serta
Surat kepuhasan
keheratan dam non
keberatan

o

Laporan penelitian
keberatan dan non
keberatan serta
Surat kepuhasan
keheratan dam non
keberatan

o

Laporan penelitian
keberatan dan non

Januari
Desember
g | !

Kepala Seksi
Erberatan
Banding dan
Pengurangan
1, Krpala Selsi
Erberatan
Banding dan
Pengurangan
2, Krpala Seksi
Erberatan
Banding dan
Pengurangan
3, Krpala Seksi
Erberatan
Banding dan
Pengurangan 4

tepat wal
dengan jatuh
tempo IKLT dan
UL ELUP

non krberatan sesuai
dengan jangka waktu MR
yang lehih copat

4

Melakukan penelitian dan
meembuaat laporan
penelitian dan

et bitthoam surat
krputusan keberatan dan
non keberatan sesuai
dengan jangka wakt MR

keheratan serta
Surat keputusan
keberatan dan non
keheratan

Persentase
penanganan upaya
hukum yang efektf

Inisiahif Strategis
: Penerhitan surat
kepatusan yang,
didukung dengan
dasar hukum
vang kuat dan
Penyusunan surat
uraian banding
dan gugatan yang
didasari dengan
dasar hukum
vang kuat dan
didukung bukti
vang kompeben

Output:
Surat kepuhasan
keheratan dan
PenpuUrAnAD Ata
pembatalan atzs
SET yang, tidak
benar, Surat
Uraian Banding,
dan Surat
Tanggapamn
Gugatan

Drutcome:

Surat kepuhsan

yang, tidak

yang, lebih copat

Melakukan penerbitan
surat keputusmn yang
didulkung dengan dasr
hukum yang kuat
sehingga memiliki potensi
kemenangan sidang
handing dan gugatan

g M
POV LISLTIET |
handing dan gugatan
yang didasari dengan
dasar bukum yang kuat
dan didukung bukti yang

(¥

Surat keputhusan
keberatan dan non
keheratan yang,
tidak disjukan
upaya hukum
selamjutnya.
Krmenangan sidang
dalam upaya hukum
selanjutnya.

gz
Surat keputusan
keberatan dan non

Januari
D ber
g1 r

Kepala Seksi
Erberatan
Banding dan
Pengurangan
1, Kepala Selsi
Erberatan
Banding dan
Pengurangan
2, Krpala Selsi
Krberatan
Banding dan
Pengurangan
3, Krpala Selsi
Krberatan




diajukan upaya

huoam: lanjutan
dan peryelesaian
sidang banding
dan gugatan

kompeten schingga
memiliki potensi
kemenanngan sidang
yang, Hnggi

[0

Melakukan penerbitan
surat keputhusn yang
didukung dengan dasar
hukum yang kuat
!a'hingr,: {a! ki povtensi
kemenangan sidang

handing dan gugatan
yang tnggi Melakokan
penyusunan surat uraian
handing dan gugatan
yang, didasari dengan
dasar bukum yang kuat
dan didukung bukti yang,
kompeten ngEa
memilikd potensi

kemenanngan sidang,
yang, Hnggi

0a:
Melakukan penerbitan
surat keputusin yang

keheratan yang
tidak dizjukan
upaya hulkum
selanjutnya.
Kemenangan sidang
dalam upaya hukum
selamjutnya.

gz

Surat kepuhsan
keberatan dan non
keheratan yang
tidak disjukan
upaya hukum
selanjutnya.
Kemenangan sidang
dalam upaya hukuam
selanjutnya.

e

Surat kepuhasan
keheratan dan non
keheratan yang
tidak dizjukan
upaya hukum
selanjutnya.
Kemrnangan sidang

Banding dan
Pengurangan 4

didulkung dengan dasr
hukum yang kuat
sehingga memiliki potensi
kemenangan sidang
handing dan gugatan
yang tinggl Melakokan
penyusunan surat uraian
handing dan gugatan
yang, didasari dengan
dasar hukum yang kuat

memiliki potens
kemenanngan sidang,
yang Hnggi

D

Melakukan penerbitan
surat kepuhsn yang
didukung dengan dasar
hubkum yang kuat
!a'hinsp miemmilikd pobensi

kemenangan sidang

handing dan gugatan
yang tnggl Melakokan
Penyusunan surat uraian

handing dan gugatan

dalam upaya hukum
selarjutnya.




yang didasari dengan
dasar bulkum yang kuat
dan didukung bukti yang
komipeten schingga
memiliki potensi
kemenangan sidang yang
tingg
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SASARAN KINERJA FEGAWAI
FENDEKATAN HASIL KERJA KEUANTITATIF
EAGI FEJAEAT FIMFPINAN TINGGI DAN FIMFINAN UNIT KERJA BMANDIRI

KEEMENTERLAN KEEUANCGAN FEEIODE FENILAIAN: 1 Januar s.d. 21 Deasambar Tahun 3034
FEGAWAI YANG DINILAI FEJABAT FENILAI KINER.JA
BAKLA Sigit Danang Joyo HAMA Suryo Utomo
HIF 1976040TIBDILI1001 HIF 155903361952101001
PANGEAT/S Pambma Tk I/IVD FPANGEATS Pambina Utama, IV/a
SOl FITANG FOL FEUANS
JABATAN Kapals Kantor 'v.-'i.'la.:.'al". Direktorat JABATAM Duraketar Jendaral Pajak
Jendaral Fajak Jawa Timur [
UHIT EERJA Eantor Wilayah Dimicorat Janderal UNIT KERJA Dirakiorat Jeodaral Fajalk
Fajalc Jawa Timur I
MNO | FENCANA HASIL KERJA | INDIEKATOR FONE RJA INDIVIDLT | TARGET | PERSPELTIF
| [E] I E] [ a1 | i5)
A UTAMA
1. | Penerimnamm negara dari sektor | Percentace realicaci penerimasn pajalc 1009 Penerima Layanan
pajak yang optimal — — . - —
[Penugazan ; D . .nﬂ.gkv_.' I!.!ll.:h:!. pertumbuhar o 100 Penerima Layanan
Tend jalc] =nerimaan L -
Jenderal Fajal) P pajak bruto dan dewviazi
proyeloi perencanaan kmc
2. | Eepatuhan talun berjalan Percentace realicaci penerimann pajalk 1009 Penerima Layanan
yang tnggi dari loegiatan Pengaaracan
Pembayaran Maca [FPM]




[Pemugacan dari Dhirelctur Percentacze capaian tnglot keepatubhan 100%: Penerima Layanan
Jendaral Pajal) peryampaian SPT Takbunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi
3. | Eepatuhan tabum cebaluremya | Percentaze realicaci penearirmasn pajalke 1002 Penarimas Layanan
[Pemugacan dari Crirslctur Mimtarial (FERL)
Jenderal Pajald)
4. | Edukaci, pelayanan, dan Persentacze perubahan perilalos lapor T4 Proces Bicnic
leehumacan yamg efslctif dan bayar ataz kegiatan sdulm= dan
[Pemugacan dari Dhirelctur pexyuluban
Jendaral Pajald)
Indeles Kepuszan Pelayanamn, 1002 Proces Bicniz
Efelctivitas Penyuluhan dan
Kehumacan
5. | Pengawacsan pembaysran macsa | Percentacze Pengamacan Pembayaran 90% Proces Bicnic
yang afslotf Maca
[Pemugacan dari Direlctur
Jendaral Pajald)
&. | Pengujian kepatubhan material | Persantacze penyelecaian parrmintasn 1009 Proces Biznis
yang afelotf penjelacan atac data dan fata
[Pergacan dari Cirelcter lomterampan
Jenderal Pajald)
Efelctivitas Pengelolasn Kornite 100%: Proces Bicnic
Hepatuhan Wajib Pajak Kanewil DUP
tepat waliu
.
T Penegalcan buloum yang efeladf | Tingloat Efelctivitas Pernerilccasn dan 1009 Proces Bicniz
[Perugacan dari Cirslctur Pamilaiam
Jendaral Pajald)
Tingloat Efslctivitas Penegalcan S0 Proces Bicniz
Hulum, Penagihan dan Kolaboraci
. | Penanganan upaya huloom Percentacze penyelecaian leberatam B, 5% Proces Bicniz
yang afslotHf dan non leeberatan tepat walcha
[Perugacan dari Crirelchur
Jenderal Fajal) Percentacze penanganan upaya hulom 53% Proces Bisnic
yang sfaltif
9. | Data dan informaci yang Persentacze produlcsi Laparan Hacil 1009 Proces Bicniz
berlnmalitas Amalisis [LHA] data perpajaloan dan
[Permzgacan dari Dhirelchur peryediasn data potensi perpajalon
Jend=ral Pajald)
Persentase penghimpumnan data S55% Proses Bisnis
regiomnal dari ILAP
10. | Pengelolaan Crganisasi dan Tinglat nealitas loompetensi ST 90 Penguatan Intermal
SDM yang adaptif atall Anggarar
|Perugasan dari Cirelctur
Jenderal Pajals) Indeles Penilaian Integritas Undt 100 Penguatan Internal
atau Angpasan
Indeles efelotivitas implementaci o0 Penguatan Internal
manajermen ldnerja dan manajermen atal Anggarar
risilco
11. | Pengelolasn keuangan yamg Indeles Ionerja ualitas pelalessnossem 100 Penguatan Interral

alountabel

ATEFATan

atau Anggaramn




[Pemugasan dari Cirelctur
Jenderal Pajald)

B. TAMBATAN

PEEILAKU EEFR.JA
1 |Berorientasi pelayanamn
- Memahami dan memernuhi loebutuhan | Ekcpelotasi Khuous Pimpiree:
masyarakat
- Ramak,  celoatan, scluti, dan dapat | Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
diandallean kepada selurmbh  pemanglun kepentingan tanpa
- Melakukan oerbaikan tiada henti membeda-bedalcan, bertindalk berdasarkan
) kompetensi dirdi, dan cenantiaca melalukan perbaikan
dalam rangka meningkatlcan muhe pelayaman.
2 | Alantabel
- Melakcamakan  tugss dengan  jujur, | Ekcpelctazi Khusus Pimpinam:
bertangrung jawab, cermat, diciplin, dan
berintegritas tinggi Menjunjung dan mentaat nilai-niai kkebenaran dalamm
- Menggunalkan kekayaan dan barang milik berbagai zituaci, psemuh tangpung jawab certa berani
negara secara bertangpung jawab, efekf, menyuarakan lebenaran gpuna menjaga nama baile
damn afizisn. imstituci dan negara.
- Tidak menyalabhgunalkcan Iomwrenangar
jalbatar
3 | Kompet=n
- Meningkatlcan lompetensi  dind untuk | Ekcpelotasi Khusus Pimpinam:
menjawab tantangan yang selalu berubah
- Mambant orang lain balajar Berdediloasi untuk senantiasa beloerja sesuai tugas dan
tangpung jawab, mengoptimallcan lompetens yang
$I
FEEILAKU EEFRJA
- Melalsanalan  tugas  dengan  looalitas | dimilild, serta bekerja secara efelctif dan efisien dengan
terbaik teruc-menerus  melakulcan wpaya pengembangan
kompetensi diri.
4 | Harmoniz
-Menghargai setiap orang apapun latar | Ekcpelotasi Khusus Pimpinam:
belalangnya
-Sulka menclong orang lain Eercikap pozitif & kooperatf dalam membangun
-Membangun  lingkungan kerja  yang kerjacama until mencapai hasil kerja yang terbadc
kondusif berlandacloan losterbukaan serta sikcap adil terhadap
zermua pihak tanpa membsdaksn derajat, hak, dan
kewajiban.
5 | Loyal
-Memegang teguh  ideclogi  Pancasila, | Ekcpelotasi Khusus Pimpirse:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonecia Takun 1945, zetia pada Nagara | Menjunjung dan mentaat nilai-nilai kebenaran dalam
Eecatuan Fepublik Indon=sia serta | berbagai situaci, pemuh tangpung jawab serta berani
pemenntahan Fang sah menyuaraltan kebenaran guna menjaga nama badlc
-Menjaga nama baik cecama ASN, Pimpinan, | ino46000i dan negara.
Inctanci, dan Negara
-Menjapa rahasia jabatan dan negara
6 | Adaprif
-Cepat menyesuailkcan diri  menghadapi | Ekspelotasi Khusus Pimpinam:
perubahan
-Teruz berinovasi dan mengembanglkan Melalukan peninjauan pskerjasn dan menesrima
kreativitas mazukan dalam upaya peningkatan kualitac loerja,
- Bertindals proaletif serta  proaktif mencari peluang perbailcan dengan
memanfastican informasi terloni.




FPEEILAKU EERJA

Holaboratif

-Memberi kesempatan koepada berbagai pihak

untulk berkontribusi

-Terbuka dalam bekerja =zama untok

- Menggerakican pemanfaatan berbagnai

sumberdaya untuk tujuan bercamas

Ekspelctaszi Khusus Pimpinamn:

Bersikap pozitif & kooperatf dalam membangun
kerjacama untuk mencapai hasil kerja yang terbaedlc
berlandaclkan losterbukasn serta silkcap adil terhadap
sermua pibak tanpa membedakan derajat, halk, dan
kewajiban.

EEMENTEERIAN KEUANGAN

Fagawai yang Dindad,

Higit Danang Joyo
197&03072003121001

Surabaya, 31 Janoari 2024
Fajabat Fenilai Kinerja,

Suryo Ulnmo
19&903361993101001

LAMFIFAN SASARAN KINERJA FEGATWAIL

DUKUNGAN SUMBER DAYA

FERIOCDE PENILATAN: 1 Januamn c=.d. 31 Desember Tahun 3

1.

174 pegaerad

Pegowal membutihkan peraloian kerja antara ain komputer, Iopiop, alat tulis, dan om-lai

SEEMA FERETANGGUNGJAWAEAN

Hgsil kerja dilaporian sscarg triwulanan

Maca [PFM)

Target
Smt1 Q3
1 | Perssntace realicasi penerimaan pajak 23% 50% S0%% TE% 7T5% 100 | 100%
Indel= realizaci permmbuhan
2 | pensrimaan pajak bruto dan deviasi 1o 100 100 100 100 100 1o
proyeksi perencanaan kas
Fersantase realisasi penarimasn pajak
3 | dari kegiatan Pengawacan Fembayaran | 23% S0%% S0% T5% T 5% 100% | 100%

Fajak Badan dan Orang Pribadi

Fersantace capaian Hngkat kepatuhan
4 | pamyampaian SPT Tahunan FFh Wajib

&0% a7 E0% 909 e 1o0r%% | 1D0%

5 |dar kegiatan Penpajian Kepatuhan
Matorial (FEA)

Fersantace realisasi penarimasn pajak

5% S0% S0%% T5% TE% 100 | 100%




Fersantase perubahan perilaiog lapor
dan bayar atas kegiatan eduicaszi dan
penyuluban

14a

408

(e

=l

Indaks Kepuasan Folayanan,
Efaktivitas Penyuluhan dan
Kshumasan

n
&

10%

100%

Farsantace Pengawacan Fambayaran
Miaca

0%

9%

0%

90%

0%

S0%%

0%

Fersantace penyslasaian permintssn
penjalasan atas data dan/amua
Estarangan

100%:

100%:

100

100%

100%%

100

100%:

10

Efaksivitas Fengalolaan Komite
Kepatuhan Wajib Fajak Kanwil D.JP
tepat waktu

100%:

100%:

100

100%:

100%

100r

100%:

Tingkat Efektivitas Pamenksasn dan
Panilaian

100%:

100%:

100

100%:

100%

100r

100%:

Tingkat Efcktivitas Panagakan Hulom,
Fenaghan dan Kolaborasi

0%

40%:

6%

S0%%

0%

13

Fersantace penyalacaian keberatan dan
non kdberamn tepat wakta

8&,5%

8&,5%

a&,5%

B&,5%

8&,5%

14

Fersantase penanganan upaya hukum
yang efalktif

§3%

63%

&63%

Persentace produlesi Laporam Hasil
Analiziz [LHA| data perpajalocan dan
pemyedinan data potenci parpajalocan

0%

S0%

a0

B0

100

100%:

16

Fursantase PARGAWASAD Pambayaran
masa

10%

25%

409

0%

S55%

[

Tingicat kualitas kompatensi SDE

45

=0

50

18

Indels Fenilsian Integritas Tndt

10D

100

19

Indsks efektivitas implamentasi
manajamen Mnarja dan manajemen
risiko

23

47

]

30

S0

20

Indsks ionarja kualitas palaksanasn
anggaran

10D

100

100

100

100

Lo L]

10D

HSEKUENSI

Apabila torget kinerja tercapal maka diberikan penghargean sesugi ketentuan yang beriaku.

Apabila torget kinerja Hdak tercgpal maka diberikan pembingan dan/ataw sanksi sesual ketemhuan
yang beriaku

Pagawai yang Dimlss,

Sigit Danang Joyo
157&03073002131001

Sumabaya, 31 Janmari 2024
Fajabat Pandlai Kinerja,

Surye Ulnmo
1585032619531 01001




Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR |
TAHUN

| PENyam|
Mwl’l‘anjlenhk&dandanOmn‘
| Pribadi

89,00%

78,63% B8, 35%

| Persentase WP PP 23 yang melakukan
2b-CP | pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajk
v dnannun‘ pemerintah (DT

100,005

100,70% 100,70%

i MWWWNWWI’
| Nan PP 23 yang melakukan

100,005

67,00%

80,40% 120,00%

'ﬂnghn elektivitas penyuluban, pelayanan, dan

8

3N Pemuuus tindak lanim pengaduan pelayanan
per pagakan te;

100,005

46,43 110,81%

120,00% 120,00%

chllnmg;mmenwuvlihynh aebudlrl

Knruli

.

Kinerss Orgnnisast
{ dnn Nencann Mitigasd Rigike yang selessi

Petikan sesuai dengan aslinya

SEKRE: RAT JENDERAL PAJAK
@i’au MUM,

Dwi Bunt yi

NIP 1970132199012 1 001

DIREXTUR JENDERAL PAJAK,

tud.
SURYO UTOMO



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021

NILAI KINERJA ORGANISAST
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

TAHUN 2021

1b-N pertumbuhan penerimaan pajak | 100,00% 107,17% 107,17%
b
Persentase capaian tingkat
5 kepatuhan penyampman SPT
2a-CP Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 100,00% | 97,34% 97,34%
.dan
Persentase realisasi penerlmnn
2b-CP pq;ak clan kegmtan Pengawmn 100,00% 92,52% 92,52%
N I 126,00% |
3a-CP | pajak dari kegiatan Pengawasan | 100,00% | 292,72% = 120,00%
Persentase efektivitas kegiatan
[ 4a-CP edukasi dan penyuluhan 67,00% 80,01% ll9.42i
ab.N | Indeks clektivitas penyuluhan, | o4 o) 82,99 | 105,05%
5 v n pem ] efektif 110,20% |
Persentase pengawasan
S5a-CP bay 90,00% = 99,18% 110,20%
Persentase pcnye!esa!an
6a-CP | permintaan penjelasan atas data | 100,00% = 114,74% | 114,74%
da_.eﬁegu hmw
Peraentase mlm k:ctetapan
Ta-CpP | dibayar pada tahun berjal 37,50% 86,29% 120,00%
N Persentase Penyelesaian
7b-N penegskan hu _ 100,00% 1»6’2,85% 120,00%
7c-N Efek!muu pum gihs 120,00% 120,008
& 3 keberat: jang optimal | 100,42% |
Penentasc pmyelesa.!an
8a-CP | pengajuan keberatan tepat 75,00% 100,00% | 120,00%
waktu
. Persentasc penanganan upaya
8b-N ' hu efektif 60,00% 54,09% 90,16%
¥ Peroentase pcnyed:un data
9a-N potensi / 100,00% | 149,93% | 120,00%
Persentase produksi analisis
9b-N :
b- { i pajak 100,00% | 191,67% | 120,00%




10a-N | Persentasc pegawai yang 85% 100,00% | 117,65%
. 11a-CP | Indeks penilaian inteEritas unit 100,00 117,51 117,51%
Persentase efektivitas Dialog

11b.y | Kinerja Organisasi dan Rencana

Mittat ROt s aclie s 90,00% | 100,00% | 111,11%

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
td.
SURYO UTOMO
Petikan sesuai dengan aslinya
SEKRI‘!:JTQRIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DWI BUBLISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001 {



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022

NILAI KINERJA ORGANISASI]
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR 1
TAHUN 2022

1a-CP "‘?“l ntase realisasi penerimaan. | 50 600 | 112.46% | 112,46
Persentase realisasi | ‘

1b-N pertumbuhan penerimaan pajak | 100,00% 89 25% 89,25
bruto | .

Persentase capaian
5 kepatuhan penyampaian SPT

2aCP | Tohunan PPh Wajib Pajak Badan | 100:00%

dan Orang Pribadi

Persentase realisasi penerimaan

peuak dar kegiatan Pcngnwaaan

Persentase realisasi penerimaan
pajak dari kegiatan Pengawasan
Keps an Material {PKM

' Persentase cfektivitas kegiatan
_edukasi dan penyvuluhan
Indeks efektivitas penyuluhan,

4b-N 255853 dan PR 80,00 89,29 111,61
5 gawasan pembayaran masa vangefektif =~ | 119,
. Persentase pen.gawasan
Sa-CP | 7 90,00% 107,37% 119,30
- T = i :w‘.;_

Persentase penyelesaian

6a-CP permintaan penjelann atas data | 100,00%  120,00% 120,00
dan/ atau keterang ‘

¥t -\:‘mxp—n ,‘ T :‘C‘l"{tﬁ(_’(rr"" r

7a-CP Persentase nilai ketetapan

dibayar pada tahun berjalan 40,00% 18,22% 45,55
Persentase Penyelesaian dan
7b-N hasil kolaborasi penegakan 100,00% | 110,48% 110,48

75,00% | 11634% | 120,00

(17ru'u """{“f" ”"(r_‘._‘;:.*,:} = i ,m
Peraenlase penyehsum
 keberatan tepatwaktu | (700% | 90.58% | 117.64

| : Persentase penanganan upaya
8b-N hut m efekti{ 60,00% 32,56% 54,27
e 120,00

g \?- ‘\z\rl _;ﬁru
100,00% 120,00% 120,00

e baEE]
masl yang berkualitas

| potensi perpajakan




rsentase
tensi paj

; Pphviee=— = 711306
Indeks penilaian integritas unit 100,00 112,80 A 112,80

Persentasc efektivitas Dislog
Kinerja Organisasi dan Rencana
11b-N Mitigasi Risiko yang selesai 90,00% 100,00% 111,11
fjalankan _ .
Penguatan Pengelolaan keuang ngoptimal =~ | 97,47
ANSEE gs'sm

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SURYO UTOMO




Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023

LAMPIFAN X20KTK

EEPUTUSAN DIEEKTUE JENDERAL PAJAE
NOMOE KEEP-39/PJ /2024

TENTANG

PENETAFAN NILAI KINERJA ORGANISASI
UNIT ESELON II DAN UNIT PELAKSANA
TEENIS DI LINGEUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK TAHUN 2023

NILAI KINERJA ORGANISASI
EANTOE WILAYAH DIEEETORAT JENDERAL PAJAE JAWA TIMUR I

TAHUN 2023
Kode Sasaran Strategis/ . _ _—
SS/IKU Indikator Kinerja Utama Target |Realisasi| Nilai
Stakeholder Perspective 108,53
1 FPenerimsan negara dar sekior pajak yang optimal 108,53
tacp |Fersentase realisasi penerimaan | 04 gos, | 102,89% | 102,89
pajak
Indeks realizasi pertumbuhan
1oy | Penerimaan pajak bruto dan 100,00 114,16 | 114,16
deviaci proyeksi perencansan
kas
Customer Perspective 96,52
2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggl 102,73
Fercentase capaian tingkat
kepatuhan penyampsaian SFT . . -
2a-CP Taiunm ?151; ?ﬁmihppﬂd o 100,00% | 100.97% | 100,97
Badan dan Orang Pribadi
Percentase realisasi penerimaan
2b-CP pajak dan kegiatan Pengawasan | 100,00% | 104,02% | 104,02
Fembayaran Masa (FFM)
3 Eepatuhan tahun sebelumnya yang tingen 90,32
Perzentase realizasi penenmaan
3a-CP pajak dar keglatan Pengujian 100,00% | 20,32% 90,32
Eepatuhan Matenal [PEM)
Internal Process Perspective 118342
4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan vang efektif 108,93
Persentase perubahan perilalu
4a-CF lapor dan bayar atas kegiatan 70,00% 84 00% 120,00

edulkaci dan penyuluhan
Indeks efektivitas penyuluhan,

4b-N 81,00 B2,26 101,56
pelayanan, dan kehumasan
5 Pengawacan pembayaran masa yvang efelctif 120,00
Se.CP | eYsemtase pengawasan 90,00% | 120,00% | 120,00
pembayaran masa
B Pengujian kepatuhan material vang efelctif 120,00
Percentase penyelesalan
ba-CP permintaan penjelasan atas 100,00% | 120,00% | 120,00
data dan/atau keterangan
T Penegakan hultum yang efelctif 120,00
TaCP Tingkat efektivitas pemernksaan 80,00% 105,26% | 120,00

dan penyelesalan penilalan




Kode Sasaran Strategis/ , ) .
S8 /IKU Indikator Kinoma Dtama e e
Tingkat efektivitas penegakan
Tb-CP hulum, penagihan, dan 90,00% 112.68% | 120,00
kolaboras:
8 Penanganan upaya hulum yang efeltif 120,00
Persentase penyelesaian
Ba-CP keberatan dan non-keberatan 80,00% 98,04% 120,00
tepat waktu
Persentase penanganan upaya a —
8b-N hultum yang efektif &0, 00% 89,19% | 120,00
) Data dan informasi yang berkualitas 120,00
Percentacse produksi Laporan
gan | Fiasil Analisis (LHA) data 100,00% | 120,00% | 120,00
perpajakan dan penyediaan
data potensi perpajakan
9b-N f:g;?:f;iﬂfi?mman data | 55 00% | 70,00% | 12000
10 Penpuatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu 120.00
Satu dalam ekosistem kolaboratif :
10a-CP | e e avah 90,00% | 113,00% | 120,00
Learning & Growth Perspective 109,14
11 SDM yang kompeten 114 94
11N |Fersentase pegawaiyang .| 87,00% | 100,00% | 114,94
memenuhi standar kompetensi ’ ’ ’
12 Organizasi yang berlanerja tinggl 111,34
12a-N Indeks Penilaian Integritas Unit 100,00 111,67 111,67
Persentase efelkhwitas Dialeg
12b-N Kinerja Organisasi dan 90,00% 99 91% | 111,01
penerapan Manajemen Fisiko
i3 FPenguatan pengelolaan keuangan yang optimal 101,14
Indeks kinerja kualitas 100,00 .
13a-CP pels.ksanaa: ANEEAran [35,5%) 101,14 101,14
Nilai Kinerja Organisasi 108,75

DIREETUER JENDERAL PAJAE,
Petikan sesusi dengan aslinya,

Sekretans Direktorat Jenderal Pajale ttd.
u. b
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Lalksana SURYO UTOMO
i[5

BAGUS SURJAWAN



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI]
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR 1
FERIODE FELAFORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

TAHUN 2024
Utama Targst Bobot
‘Saaaran Stratagls/indikator Kinerja Reallzas| | Polaressl | ViC KU
SSAKU Tertimbang | Capalan
] Penerimaan negara darl sekbor pajak yang optimal

13-CP | Persentase realsasl penermaan pajak 100,00% 100, 10% hlax

Indek:

1y | Meks realisas] penumbahan penerimazn pajzk bruto oan i — i
deviasl proyeks! perencanaan kas

Customer Perspeciive
Kepatuhan tahun beraian yang tnggl

Persentase realsasl penenmaan pajak dan keglatan
2&CP 100,00% 100,05%
Pengawasan Pemoayaran Masa (PPM)

26,00%:

Persentass capalan tngkat kapatunan peryampaan SPT
2-cp 100,00% | 1DE31% Max PIL
Tahunan PPh Wajb Pajak Badan dan Orang Prinadl .

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggl

Internal Process Perspeciy
Edukasl, pelayanan, dan kehumasan yang efektr
Persentasa perubahan perlaiu I3por dan bayar atas kaglatan

15,00%

PErGEMasa realsas! (2nenmaan paiak tan kagiatan
10000% | 100,17% 2100% | 100.00%
Pengujian Kepatuhan Material |FKM]

Pengawasan pembayaran masa yang efekdil

[Serenize pangasscan peniapaan masa | 9000w | riacen | mx |

Pengujian kapatshan materal yang efeldi’

dacp T400% | edE0m Max  |Em| 21.00% 50,00%
edukas! dan penyuluhan -
INd2kE KEpUasan Peiayanan, ERkivias PenyULunan dan

e 100,00% | 10B97% Max  |Em| 21.00% 50,00%

1 Data dan Informasl yang beriualitas
Persentase produksl Laporan Hash Analsis (LHA) data

perpalakan dan penyedaan data potengl perpajakan 10000% | 1700

~ Persentase penyelesalan pemintaan penjelasan atas data

8a3-CP danEiay Ketsrangan 100.00°% 120.00% han
Efekivitas Pengeioiaan Komite Kepalunan Wallb Pajak ]

N amwl DJP tepat wakiy 100,00% 1054T% helax P 14,00% 30,00%
Penegakan hukum yarg efekt’
Tingkat Efekiivitas Pemerksaan dan Penilalan A 120,00% hax
Tingkal Efekiivitas Penegakan Hukum, Penaginan dan

T-CP I 90.00% 93,93% han

3 Penanganan Upaya Hukum yang efiektit

Persentass lesalan kebaratan dan non keberatan

saCp penye tepat BE.50% o7 47% pax
wakiu

Bo-M | Persentasa penanganan upaya hukum yang efektt B2.00% EEE Wax

Persentase penghimpunan data regional darl ILAP
Leaming & Growih Perspective
Pengelolaan Organisas! dan SDM yang adapti

Mangjeman Rislko
11 Pengeliolaan keuangan yang akuntabel

Milal Kinesja Organisas]

Tingkat Kualttas Kompetans| SOM I 114,53 Wiax 14,00% J
100-N_ | Indeks Penilaian Integritas Unit 10000% | 113.54% Max | PM| 1400% | 33.33%
\Jos |IN0=ke E¥eREvitas Implementas! Manajemen Kinerja dan 20,00 57 wax | em| 1 J—

[ 15-cP | it ks histss peshearasmsrggrar | 10000 | 2000 | e |Pwi| teos | cooon |

Dicetak melalui Dashboard Kinerjo Orgonisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Jonuari 2025 pukul 1509901 WIB
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